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PEDOMAN TRANSLITERASI 

DARI HURUF ARAB KE LATIN 

  

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan 

disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meneteri Kebudayaan Republik Indonesia, 

Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987. 

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf 

latin. 
 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif a Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik diatas) ث

  Jim J Je ج

 Ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha kh Ka dan Ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra r Er ر

 Za z Zet ز

 Sa s Es س

 Sya sy Es dan Ye ش

 Ṣa ṣ ES (dengan titik dibawah) ص

 Ḍat ḍ De (dengan titik dibawah) ض
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 Ṭa ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof Terbalik„ ع

 Ga g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qa q Qi ق

 Ka k Ka ك

 La l El ل

 Ma m Em م

 Na n En ن

 Wa w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak  diawal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah kalimat atau di akhir, 

maka di tulis dengan (ʼ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Arab Nama 

 Fatḥah A a اَ 

 Kasrah I i اَ 

 Ḍamah U u اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translierasimya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Huruf Arab Nama Huruf Arab Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I ا ىَ 

 Fatḥah dan wau Au A dan U ا وَ 

 

َ  kaifa :  ك ي ف 

لَ  و   haula :    ه 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis diatas ا

 Kasrah dan ya Ī i dan garis diatas ي

  Ḍammah dan wau Ū u dan garis diatas و

 

Contoh :  

ات َ  māta :   م 

ىَََ م   ramā :      ر 
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ي لَ   qīla  :  ََ ك 

ت َ و   yamūtu :    ي م 

 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta Marbūṭah ada dua, yaitu : ta Marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. 

Sedangkan ta Marbūṭah  yang mati atau yang dapat harkat sukun, 

tansliterasinya adalah [ḧ]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbūṭah di ikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka ta 

Marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (ḧ). contoh : 

ضَ  و  ف الََةَ ر  الَأط     : raudaḧ al-atfāl 

ي ن ةَ  ََََالم د  ٌ لَ  ي  الف ض       : al-madīnaḧ al fadīlaḧ 

 َ ك  ةَ الح   ََ  : al hikmaḧ 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

َّن ا ب  rabbanā :   ر 

ن ا َّي  َََنَ        : najjainā 

 al-haqq :  ََ الح ق َ

 al-hajj :    الح جَ 
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مَ   nu’ima :   ه ع  

وََّ َََع د        : ‘aduwwa 

 

Jika huruf ( ٞ ) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf berharkat kasrah ( ّ ), maka ia ditanslierasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh : 

 َ  alī (bukan ‘aliyyu atau ‘aly)‘ :   ع ل 

 َ ب  ر  َََع        : ‘Arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) 

 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟rifah)  اي

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya : 

َالشََّ س  م    : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ََََ لَ  ل ز   al-zalzalaḧ  (bukan az-zalzalaḧ) :   الزَّ

 al-falsafah : الفلسفة

دَ  لا   al-bilādu :      الب 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya : 
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نَ  و  ر   ta’murūna :   ت أ م 

ََََالنَّوءَ     : al-nau’ 

ءٌَ  syai’un :  ََ شَ  

َ ت  ر   umirtu :      ا م 

 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur‟ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditranslierasi secara utuh. Contoh : 

 

Fīzilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘ibārāt fī ‘umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab  

9. Lafz Al-Jalālah (الله)  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau 

kedudukan sebagai mudāf ilaih (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh : 

َالله ي ن   dīnullāh : ََ د 
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Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditansliterasi dengan huruf [t]. contoh : 

حْ  ة َالله  َر  َفِ    hum fī raḥmatillāh :ََ هُ  

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya diguakan untuk menulis huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.jika 

terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital(Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, 

dan DR). Contoh : 

Wa mā muhammaḍun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’allinā si lallazī bi bakkata mubārakan 

Syahru Ramāḍana al lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī 

Abū Naṡr al-Farābī 

Al-Ghazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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ABSTRAK 

Mutasir, 2026  :Praktek  Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat 

Kampar Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia 

Praktik pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar, jika dilihat secara 

keseluruhan maka akan ditemukan adanya usur yang menyalahi atauran yang di 

tetapkan oleh syari‟at seperti contoh adanya upaya menyembunyikan orang tua 

kandung, merubah nasab anak angkat ke orang tua angkat, adanya upaya 

menutupi orang tua kandung anak angkat dan sebagainya. 

Sebagian masyarakat Kampar yang melakukan pengangkatan anak 

tersebut terkesan lebih mengedepankan kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat seperti mengangkat anak orang dengan tidak memberitahukan kepada 

khalayak ramai atau tidak melaporkan kepada dinas sosial atau melalui penetapan 

pengadilan agama. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana 

pelaksanaan pengangkatanan anak oleh masyarakat Kampar sekaligus sebagai 

rumusan masalah penelitian yang pertama, sedangkan rumusan masalah penelitian 

yang kedua menanyakan tentang alasan masyarakat Kampar melakukan 

pengangkatan anak, dan bagaimana tinjauan pluralisme hukum atas pengangkatan 

anak oleh masyarakat Kampar tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

didukung dengan data-data kepustakaan, dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan 

deskriptif- analitik dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif dan 

terkadang deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengangkatan anak oleh 

masyarakat Kampar masih didasarkan kepada kebiasaan yang terjadi ditengah 

masyarakat sehingga ada beberapa bahgian praktek pengangkatan anak tersebut 

yang menyalahi aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dari data yang ditemukan terlihat juga bahwa praktek pengangkatan anak 

oleh masyarakat Kampar tidak berfokus kepada satau hukum yang berlaku atau 

sentralistik hukum, tetapi ada banyak hukum yang dipakai oleh masyarakat 

Kampar dalam pelaksanaannya atau yang lebih dikenal dengan pluralisme hukum 

yakni hukum Islam, negara, dan adat. 

Temuan ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dicetuskan oleh 

John Griffiths menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena sosial yang hidup 

dalam masyarakat dan tidak semata-mata bersumber dari negara. Dengan 

demikian, praktik pengangkatan anak di masyarakat Kampar memperlihatkan 

bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh adanya penerimaan dan kepatuhan 

masyarakat, serta adanya harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan 

hukum negara menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan 

sosial 

Kata Kunci: Pengangkatan Anak Angkat, Kampar, Pluralisme Hukum Indonesia 
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 ص البحثملخ

 : استعزاض تنفيذ تبني أطفال مجتمع كامبار من التعذدية القانونية الإنذونيسية  2026، تسزم

إْ ِّبسسخ رجٕٟ الأطفبي فٟ ِجزّع وبِجبس، إرا ٌٛحظذ ٌٍٍٛ٘خ الأٌٚٝ، لا رسزٕذ إٌٝ لٛاعذ 

٠جذٚ أْ ثعض أفشاد وبِجبس اٌز٠ٓ ٠ٕفزْٚ ع١ٍّخ اٌزجٕٟ ٠عطْٛ الأ٠ٌٛٚخ  اٌشش٠عخ الإسلا١ِخ ٚلبْٔٛ اٌذٌٚخ.

ٌٍمبْٔٛ اٌعشفٟ ث١ّٕب ٠ّٙشْٛ اٌشش٠عخ الإسلا١ِخ ٚلبْٔٛ اٌذٌٚخ. ٌزٌه ، رٙذف ٘زٖ اٌذساسخ إٌٝ دساسخ و١ف١خ 

و١ف١خ  (3( أسجبة رجٕٟ ِجزّع وبِجبس ٌلأطفبي ، ٚ )2( رٕف١ز رجٕٟ الأطفبي ِٓ لجً ِجزّع وبِجبس ، )1)

 ِشاجعخ اٌزعذد٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌزجٕٟ الأطفبي ِٓ لجً ِجزّع وبِجبس.

٘زا اٌجحش ٘ٛ ثحش ١ِذأٟ ِذعَٛ ثج١بٔبد الأدث١بد ، ٠زُ إجشاؤٖ ثبسزخذاَ طشق ٔٛع١خ. رُ 

اٌحصٛي عٍٝ ث١بٔبد ٘زٖ اٌذساسخ ِٓ خلاي اٌّلاحظخ ٚاٌّمبثلاد ٚاٌزٛص١ك. صُ ٠زُ رح١ًٍ اٌج١بٔبد ٚصف١ب 

 ِع اسزٕزبجبد اسزمشائ١خ ٚاسزٕزبج١خ فٟ ثعض الأح١بْ.رح١ٍ١ٍب 

( ٠ّىٓ سؤ٠خ رٕف١ز رجٕٟ الأطفبي فٟ ِجزّع وبِجبس ِٓ جٛأت ِخزٍفخ: 1رظٙش ٔزبئج اٌذساسخ أْ )

ف١ّب ٠زعٍك ثئجشاءاد رجٕٟ الأطفبي ، لا ٠ضاي رجٕٟ الأطفبي فٟ ِجزّع وبِجبس ٠سزٕذ إٌٝ لٛاعذ اٌمبْٔٛ 

ِع اٌمبْٔٛ الإسلاِٟ ٚلبْٔٛ اٌذٌٚخ. ف١ّب ٠زعٍك ثّعبٌجخ ٚرٍج١خ الاحز١بجبد ا١ِٛ١ٌخ  اٌعشفٟ ، ٚاٌزٟ لا رزفك

ٌلأطفبي اٌّزج١ٕٓ ، فئْ شعت وبِجبس اٌزٞ ٠زجٕٝ الأطفبي لذ فعً رٌه ٚفمب ٌزعب١ٌُ اٌشش٠عخ الإسلا١ِخ ٚاٌذٌٚخ. 

، فئٔٗ ٠ٕمسُ إٌٝ ِعزمذ٠ٓ: أٚلا ، ا١ٌّشاس ٌلأطفبي اٌّزج١ٕٓ اٌزٞ رحزفظ ثٗ ِجزّع وبِجبس  ف١ّب ٠زعٍك ثزٛص٠ع 

٠عزمذ ثعض ا٢ثبء ثبٌزجٕٟ فٟ ِجزّع وبِجبس ٠ٕٚفزٚٔٙب اٌمٛاعذ اٌزٟ ٚضعزٙب اٌشش٠عخ الإسلا١ِخ ٚلبْٔٛ 

اٌذٌٚخ ، أْ الأطفبي اٌّزج١ٕٓ لا ٠حك ٌُٙ اٌحصٛي عٍٝ ا١ٌّشاس ٌٚىٓ فمظ اٌٛصب٠ب الإٌضا١ِخ اٌزٟ لا رض٠ذ 

ٟٔ ٘ٛ الاعزمبد ثمٛاعذ اٌمبْٔٛ اٌعشفٟ ٚإٔفبر٘ب ، أٞ ٠ّىٓ اسزخذاَ الأطفبي اٌجضء. فٟ ح١ٓ أْ اٌضب 1/3عٓ 

( اٌسجت ٚساء رجٕٟ شعت وبِجبس ٌلأطفبي ٘ٛ أُٔٙ لا ٠ٕججْٛ 2اٌّزج١ٕٓ وٍٛٔٗ ، ِضً الأطفبي اٌج١ٌٛٛج١١ٓ. )

ا لبدس٠ٓ عٍٝ أطفبلا ، ٕٚ٘بن شعٛس ثبٌزعبطف ِع الأطفبي ، وص١بد٠ٓ لأٌٚئه اٌز٠ٓ ١ٌس ٌذ٠ُٙ أطفبي ١ٌىٛٔٛ

( إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌزجٕٟ 3إٔجبة أطفبي ث١ٌٛٛج١١ٓ ، ِٚٛاصٍخ إٌسً ٚاٌحصٛي عٍٝ ٚس٠ش )اٌزجذ٠ذ(. )

الأطفبي اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ شعت وبِجبس ١ٌس ِشوض٠ب فٟ ٔظبَ لبٟٔٛٔ ٚاحذ ٌٚىٕٗ ِذِج فٟ ٔظبَ رعذد٠خ لب١ٔٛٔخ ، 

ٍٝ فٟ ٚلذ ٚاحذ فٟ ٔظبَ رجٕٟ الأطفبي ٌشعت أٞ اٌشش٠عخ الإسلا١ِخ ٚاٌذٌٚخ ٚاٌعشف ، فٟ اٌٛالع ، رج

٠زٕبفس وبِجبس. رزّبشٝ ٘زٖ إٌز١جخ ِع ٔظش٠خ اٌزعذد٠خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ثذأ٘ب جْٛ غش٠ف١ش. ثعجبسح أخشٜ ، 

اٌمبْٔٛ اٌعشفٟ ٚالإسلاَ ٚاٌذٌٚخ ِع ثعضُٙ اٌجعض ٠ٚؤصشْٚ عٍٝ ع١ٍّبد ِّٚبسسبد رجٕٟ الأطفبي فٟ 

 ِجزّع وبِجبس.

 رجٕٟ الأطفبي ثبٌزجٕٟ, وبِجبس, اٌزعذد٠خ اٌمب١ٔٛٔخ الإٔذ١ٔٚس١خ فتاحية:الكلمات الم
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ABSTRACT 

Mutasir, 2026  : Implementation of the Adoption of Children of the 

Kampar Community Reviewed from Indonesian Legal 

Pluralism 

The practice of child adoption in the Kampar community, if observed at 

first glance, is carried out not based on the rules of Islamic law and state law. 

Some of the Kampar people who carry out the adoption seem to prioritize 

customary law while marginalizing Islamic law and state law. Therefore, this 

study aims to examine how (1) the implementation of child adoption by the 

Kampar community, (2) the reasons for the Kampar community to adopt children, 

and (3) how to review the legal pluralism of child adoption by the Kampar 

community. 

This research is a field study supported by literature data and conducted 

using qualitative methods. The data was obtained through observation, interviews, 

and documentation. The data is then analyzed descriptively and analytically, with 

inductive and sometimes deductive conclusions. 

The results of the study show that (1) The implementation of child 

adoption in the Kampar community can be seen from various aspects: In terms of 

child adoption procedures, child adoption in the Kampar community is still based 

on customary law rules, which are not by Islamic and state law. In terms of the 

treatment and fulfillment of the daily needs of adopted children, the Kampar 

people who adopt children have done so by the teachings of Islamic law and the 

state. In terms of the distribution of inheritance for adopted children held by the 

Kampar community, it is divided into two beliefs: First, some adoptive parents in 

the Kampar community believe and enforce the rules set by Islamic law and state 

law, that adopted children are not entitled to inheritance but only mandatory wills 

that amount to no more than 1/3 of the part. The second is to believe and enforce 

customary law rules, namely adopted children can be used as heirs in their 

entirety, like biological children. (2) The reason behind the Kampar people 

adopting children is because they do not have children, there is a sense of 

compassion for children, as anglers for those who do not have children to be able 

to have biological children, and to continue the offspring and get an heir 

(regeneration). (3) The legal system of child adoption carried out by the Kampar 

people is not centralized into one legal system but is fused into a system of legal 

pluralism, namely Islamic law, state, and custom, which has been manifested 

simultaneously in the Kampar people's child adoption system. This finding aligns 

with the legal pluralism theory initiated by John Griffiths. In other words, 

customary law, Islam, and the state contest with each other and influence each 

other's processes and practices of child adoption in the Kampar community. 

Keywords: Adoption of Adopted Children, Kampar, Indonesian Legal Pluralism 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Pengangkatan Anak 

1. Pengertian Pengangkatan Anak 

Dalam mengemukakan berbagai pengertian anak angkat, perlu dijelaskan 

berbagai istilah tentang anak angkat ini yang sudah lama dikenal oleh 

masyarakat, bahkan telah berkembang dan melembaga. Adapun istilah-istilah 

yang dimaksud adalah: 

a. Adopsi 

Adopsi berasal dari kata-kata bahasa Inggris, to adopt yang artinya 

mengambil, memungut dan menjadikan milik sendiri. Dalam kamus 

populer, adopsi di artikan mengambil atau memungut anak orang lain 

untuk diangkat menjadi anak sendiri. Pengangkatan anak dilakukan di 

depan pengadilan negeri. Dengan demikian anak tersebut sah menjadi anak 

angkat yang berstatus menjadi anak sendiri, mempunyai hak dan 

kewajiban terhadap ayah-Ibu angkatnya berdasarkan peraturan yang 

berlaku, misalnya hak waris dan sebagainya.
30

 

Di Indonesia pengangkatan anak diambil dari tejemahan bahasa 

Inggris yakni ―adoption‖, mengangkat seorang anak. berarti mengangkat 

anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak 

yang sama dengan anak kandung.
31

 

                                                           
30

 Chuzaimah T. Yanggo, HA, Hafiz Anshory, Problematika  Hukum Islam Kontemporer, 

(Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2008), cet ke-5, hlm.  158 
31

 Muhammad Fachruddin, Fuad, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu 

Jaya, 1991), hlm. 35 
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Pengertian anak angkat dalam hukum positif terdapat pada pasal 1 

butir 9 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 

menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan.
32

 

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dengan cara 

yang sama seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan." 

Sedangkan Fuad Muhammad Fachruddin memberikan defenisi 

anak angkat yang berbeda dengan defenisi di atas yaitu: seorang anak dari 

seorang Ibu dan Bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan 

sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua 

angkatnya yang baru dan terputusla hubungan nasab dengan orang tua 

aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan 

milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala 

konsekuensinya.
33
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Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 

1 Angka 6. 
33
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Hilman Hadi Kusuma seabagai salah satu sarjana hukum adat 

memberikan defenisi bahwa anak angkat adalah: anak orang lain yang 

dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut 

hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan 

atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
34

 

Sedangkan menurut Imam Sudiyat dalam bukunya hukum adat 

sketsa asas, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh 

nusantara, ialah perbuatan memungut / mengangkat anak dari luar kedalam 

kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan 

kewangsaan biologis.
35

 

Bushar Muhammad membagi pengangkatan anak dalam dua macam 

yaitu adopsi langsung dan adopsi tidak langsung. Adopsi langsung yaitu 

pengankatan anak yang dilakukan dengan cara mengambil anak dari 

lingkungan klan besar, dari kaum keluraga. Sedangkan adopsi tidak 

langsung yaitu apabila seseorang kawin, atau mengawinkan dan sesudah 

itu ia mengangkat  seorang anak tirinya atau anak mantunya sebagai anak 

sendiri yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang sebagai ahli 

waris sepenuhnya.
36

 

Adapun adopsi dalam artian merubah nasab, baisanya dilakukan 

oleh Dia yang memang tidak memiliki hubungan keluarga atau Dia tidak 

saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Adopsi dalam 

pengertian ini tentu saja bertentangan dan di larang dalam Islam. Akan 

                                                           
34

 Muderis  Zaini,  Adopsi Suatu Tinjaun Dari Tiga System Hukum,  (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), cet ke-5,  hlm. 5 
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 Imam Sudiyat, Hukum  Adat Sketsa Asas, (Yokyakarta: Liberty, 2000), cet ke-4, hlm. 102 
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tetapi di beberapa negara, seperti di Eropa tidak melarang adopsi yang 

seperti ini, bahkan Dia sudah melegalkan dan menjadikan bahgian dari 

undang-undangnya. Adopsi anak yang seperti ini juga pernah dilakukan 

oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Haritsah. 

b. Tabanni 

Pada saat Islam disampaikan oleh nabi Muhammad SAW. 

Pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang 

lebih dikenal dengan istilah tabanni (ًُانخب) yang berarti mengambil anak 

angkat.
37

 Kata tabanni itu sendiri Secara etimologis berarti ―mengambil 

anak‖.
38

 

Syeikh Mahmud Tsaltut, memberikan defenisi tabanni kepada 2 

macam yaitu sebagai berikut: 

جُمُ انطِّفْمَ ا ٌْ ٌضَُىُّ انسَّ ًَ اَ ِْ ِّ فٍَعَُا يِهُُّ يَعَا يَهتًَ انَخَّبًَُِّ  ِِ إنِىَ َفَْعِ ٍْسِ ٍُ غَ ُ إبِْ نَّرِيْ ٌعُْسَفُ اَََّّ

ِّ كُهِّ  اْنعُِاَ ٌتَِ بشَِأْ َِ َٔ ٍْ جِٓـَـــتِ انخَّسْبٍِتَِ  يِ َٔ  ,ِّ ٍْ َْفاَقِ عَهَ اْلِإ َٔ ٍْ جِٓتَِ اْنعَطْفِ  ٌْ الْْبَُْاَءِ يِ ٌَ اَ ْٔ ِّ دُ

ِّ َعََبُُّ فلَََ ٌكَُ  ةِ ٌهُْحَكَ بِ َٕ ٍْ أحَْكَاوِ اْنبُُُ ءٌ يِ ًْ لاَ ٌثَْبجُُ نَُّ ش َٔ ٌٍ شَسْعٍِاًّ  ٌُ إبِْــــــــ ْٕ
39

  

Artinya:Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang 

diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain, 

kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama seperti anak 

kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya 

hidup), tanpa ia memandang  perbedaan. meskipun demikian 

                                                           
37

Andi  Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Madya Press), 

cet ke-1,  hlm. 2 
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agama Islam tidak  dapat disamakan statusnya dengan anak 

kandung. 

Defenisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat 

itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, 

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya, 

tanpa harus di samakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena 

hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit me1mandang sama anak 

angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, pengertian anak angkat 

menurut Mahmud Tsaltut lebih dekat pengertiannya kepada pengertian 

anak asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak 

angkat
40

 Menurutnya Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki 

anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai 

anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak 

kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah
41

 

Defenisi itu menggambarkan tentang pengangkatan anak 

sebagaimana yang di praktekkan pada zaman jahilyah, dimana anak 

angkat berhak mendapatkan harta warisan atau mewarisi layaknya anak 

kandung. 

c. Anak Temuan 

Anak Temuan ini disebut juga dengan istilah al-laqith (jamak dari 

al-luqathah) yang berarti anak pungut. Walaupun sama-sama mengambil 

anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, tetapi ia berbeda secara 

hukum dan asal. anak angkat (tabanni ) dalam proses pengambilannya 

                                                           
40

 Mufida Saggaf al-Jufri, al-Laqith dan  Tabanni, Makalah , tp 2004, hlm. 10  
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memiliki prosedur dan ketentuan yang ada, sedangkan anak pungut adalah 

anak yang diambil di jalanan yang tidak di ketahui orang tuanya. 

Pengertian anak temuan ini dikemukakan oleh ulama mazhab 

Syafi‘iyah sebagai berikut: 

ظى نحً يٕنٕد طسحّ اْهّ خٕفا يٍ انعٍهت أ فسازا حًّٓ انصَاا  

Artinya: al-Laqit ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dIbuang 

oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari 

tuduhan zinah
42

. 

Dari pengertian di atas  dapat dipahami bahwa al-Laqith adalah 

seorang anak yang hidup, yang dIbuang keluarganya karena Dia takut 

kemiskinan, atau karena Dia sudah tidak memiliki keluarga lagi dan 

hidupnya terlunta-lunta tanpa ada memiliki tempat tinngal. Maka sudah 

menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk membantunya, memelihara 

bahkan menyediakan tempat tinggal kepadanya.  

Oleh karena itu umat Islam dapat mengambil anak temuan tersebut 

untuk di didik, dipelihara dan menanggung nafkahnya sehingga anak itu 

dewasa dan tidak membutuhkan pemeliharaan lagi. 

Sedangkan hukum memungut anak yang ditemukan tergantaung 

kepada situasi dan kondisi sosial waktu itu, adakalanya mubah, sunat, 

wajib dan bahkan adakalanya haram. 
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2. Tata Cara Pengangkatan Anak Angkat 

a. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam   Staatsblad 1917 Nomor 129 

Tata cara pengagkatan anak di atur dalam Staatsblad 1917 Nomor 

129, menerangkan bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap 

pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memakasa 

(Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan 

mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 

No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepala 

―Van adoptie‖. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai 

dengan pasal 15 sebagai berikut : 

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda 

(Pasal 5). 

2. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang 

tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain 

(Pasal 6). 

3. Yang diadopsi harus sekurang- kurangnya delapan belas tahun lebih 

muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda 

dari istri atau janda yang Mengangkatnya (Pasal 7 ayat (1)). 

4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)). 

5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua 

angkatnya (Pasal 11). 

6. Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi 

dengan orang tua kandungnya (Pasal 14). 

7. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain 
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daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).
43

 

b. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak 

Prosedur  untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan 

pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah 

Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah 

Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur : 

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang 

berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara 

perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria); 

2. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan 

pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan; 

3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara 

Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan 

dalam bentuk ―Penetapan‖, sedangkan atas permohonan pengesahan 

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga 

Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan 

―Putusan‖ Pengesahan Pengangkatan Anak. 

4. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara 

Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

5. Syarat-syarat bagi orang tua angkat: 

6. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung 
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dengan orang tua angkat diperbolehkan. 

7. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat 

dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan. 

8. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat: 

9. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial 

harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang 

bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan 

anak.
44

 

10. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang 

dimaksud di atas harus pula mempunyai ijin tertulis dari menteri sosial 

atau pejabat yangditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk 

diserahkan sebagai anak angkat 

11. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter 

Psikiater; 

12. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat 

bekerja. 

13. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala 

Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup; 

2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri); 

3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat. 

4) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan 
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keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan 

organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat 

membuktikan kelengkapan surat- surat mengenai penyerahan anak 

dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua 

angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota 

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar 

belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal). 

5) Proses Penelitian Kelayakan 

Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah 

6) Surat keputusan kepala dinas social/instansi social provinsi/ 

kabupaten kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke 

Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua 

angkat. 

7) Penetapan Pengadilan. 

8) Penyerahan surat  penetapan pengadilan.
45

 

c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur 

juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut 

dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan 

kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak 
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dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-

undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur 

dalam pasal 39, 40 dan pasal 

d. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pasal 20 

menetapkan prosedur lebih lanjut untuk permohonan pengangkatan anak. 

Disebutkan bahwa sebelum melaksankan pengangkatan anak, orang harus 

mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk 

mendapatkan penetapan pengadilan. Setelah itu, pengadilan 

menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi yang 

terkait. Peraturan ini juga menyatakan bahwa orang tidak dapat 

mengangkat anak lebih dari dua (dua) kali dalam waktu paling singkat dua 

(dua) tahun.Jika calon orang tua angkat memiliki anak kembar, orang tua 

angkat dapat mengangkat anak sekaligus dengan saudara kembarnya.
46

 

Dalam peraturan ini juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak 

bisa dilakukan secara adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat 

selama ada pengesahan dari pengadilan atau lembaga pemerintah yang 

berwenang. 

Disamping itu masyarakat diminta berperan aktif dalam memantau 

dan mengawasi proses pengangkatan anak yang terjadi di tengah-tengah  

masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melaporkan kalau seandainya ada 

penyelewangan atau kesalahan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak 
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ini. 

Kendatipun pengangkatan ini memang dibolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tapi tetap saja memiliki perayartan yang ketat, agar 

tidak terjadi penyelewangan dalam pelaksanaannya. 

e. Prosedur Pengangkatan anak menurut hukum Islam 

Dalam sejarah Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah 

mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi 

Muhammad S.A.W. Mengangkat anak seorang laki–laki bernama Zaid bin 

Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari 

Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al- Qur‘an Surat 

Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan 

Nabi Muhammad S.A.W. 

Dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat dan 

kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu. Menurut 

hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila : 

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 

orang tua biologis dan keluarga; 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, 

demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris 

dari anak angkatnya; 

c. Anak angkat tidak boleh secara langsung mempergunakan nama orang tua 

angkatnya kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat;  

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak 
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angkatnya..
47

 

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, hukum Islam tidak 

melarang orang tua angkat memberikan bantuan atau jaminan 

penghidupan kepada anak angkatnya dalam bentuk apa pun, seperti 

bantuan finansial, agar anak angkat tidak terlantar atau menderita 

dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.: 

a. Adanya pemberian hiba kepada anak angkat sebagi salah satu bentuk 

pemberian secara sosial dari orang tua angkat kepada anak 

angkatnya, sehingga pemberian itu bias digunakan nantinya sebagai 

bekal dikemudian hari oleh anak angkat. 

b. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat oleh orang tua angkat. 

Ketentuan ini telah ditetapkan oleh Hukum Islam dengan catatan 

wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki oleh 

orang tua angkat. 

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi 

status kepada anak angkat sebagai ―anak kandung‖ orang tua angkat. 

Dan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam 

bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar 

dalam hidupnya dan bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan 

pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak. 

Dalam hukum Islam, pengakuan dan persetujuan 

pengangkatan anak seharusnya tidak mengubah hukum nasab, wali 

mewali, dan aris mewaris. 
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Salah satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa 

pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dan hasil 

penetapan pengadilan. Dengan asumsi bahwa hukum berfungsi 

sebagai rekayasa sosial, pengangkatan anak yang harus dilakukan oleh 

pengadilan merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum 

pengangkatan anak di masyarakat. Ini akan memberikan kepastian 

hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat setelah 

peristiwa pengangkatan anak tersebut. Untuk Dia yang beragama 

Islam, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh pengadilan 

tersebut telah berkembang baik di Pengadilan Negeri maupun di 

Pengadilan Agama. 

f. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia 

Tatat cara pengangkatan anak secara hukum Adat di Indonesia 

bervariasi antara adat yang satu dengan adat yang lain. Seperti misalnya 

dalam pengangkatan anak berdasarkan adat Bali khussnya di Desa Adat 

Gunaksa. Proses pengangkatan anaknya memiliki upacara khusus yang 

harus diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat. Tokoh adat dan perangkat 

desa setempat diharuskan untuk menghadiri atau menyaksikan proses 

pengangkatan anak tersebut dengan disertai penandatanganan adminisrasi 

pengangkatan anak (peperasan) secara adat.
48

 

Adapun contoh beberapa bahgian dari prosedur atau upacara 

pengangkatan anak di Bali sebagai berikut: 

1) Pemegat 
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Yaitu pembakaran benang tridartu sampai putus sebagai 

pertanda untuk memtuskan hubungan anak angkat dengan orang tua 

kandung 

2) Penyerahan harta pemesaran 

Yaitu suatu pembegian harta kepada anak angkat dan 

pembayaran secara adat dalam bentuk 1 set pakain perempuan dan uang 

serIbu kepeng sebagai tanda pemutus hubungan keluarga dan 

diserahkan kepada orang tua biologis dari anak angkat tersebut. 

Selanjutnya harta yang diserahkan itu menjadi milik dari anak angkat. 

  Setelah selesai acara tersebut maka secara resmi anak angkat 

sudah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya dengan 

kedudukan sama seperti anak kandung.
49

 

Sedangkan pengangkatan anak secara adat di Minahasa 

dilakukan melalui beberapa tahap musyawarah yaitu: 

1). Tahap I : Musyawarah Keluarga 

  Dalam musyawah keluarga ini yang memimpin musyawarah 

adalah paman dari keluarga yang berkeinginan mengangkat anak. 

Tujuan diakannya musyawarah ini adalah untuk mencari mufakat 

terkait dengan pengangkatan anak yang akan Dia laksanakan mulai 

dari tujuan kenapa Dia harus mengangkat anak sampai kepada acara 

proses pengangkatan anak tersebut. 

2). Tahap II : Musyawarah Kerabat 

 Pada tahap ini lebih menekankan bahwa pengngkatan anak ini 
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harus diketehaui oleh karib karebat dekat, sehingga kerbat dekat dari 

keluarga yang akan mengangkat anak ini harus hadir.  

3). Tahap III : Musyawarah masyarakat Adat. 

4). Tahap IV : Upacara Adat
50

 

Musyawarah ini adalah musyawarah yang dilakukan oleh 

tokoh adat setempat dengan beberpa pemuka adat lainnya setelah Dia 

mendapatkan permohonan pengesahan anak angkat dari orang tua 

angkat kepada tokoh adat. Dari musyawarah ini akan dibentuk panitia 

untuk melaksanakan upacara nantinya. Pada musyawarah ini juga 

akan ditentukan secara langsung nama adat untuk anak yang akan 

diangkat. Anak yang diangkat juga diharuskan membawa babi dan 

tuak untuk diacarakan dalam proses acara tersebut. Jumlah babi yang 

dibawa disesuaikan dengan tingktan keluarga tersebut di dalam 

masyarakat dan tuak itu untuk diminum secara bersama-sama. 

Selanjutnya orang tua yang akan mengangkat anak tersebut juga harus 

memberikan sejumlah uang atau barang berharga lainnya seperti tanah 

untuk diberikan kepada keluarga biologis anak tersebut. Uang atau 

benda yang berharga itu diberikan untuk mengganti air susu dari Ibu 

yang telah menyusui anak angkat itu. 

Sedangkan biaya untuk upacara disesuaikan dengan tujuan 

pengangkatan anak itu dilakukan, apakah untuk melanjutkan 

keturunan atau justru hanya untuk memelihara atau karena kasihan 
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melihat nasib dari keluarga anak yang akan di angkat tersebut. 
51

 

Hukum adat Indonesia sangat beragam tentang pengangkatan 

anak. Misalnya, di daerah Rejang, mengangkat anak tiri (anak 

isterinya) menjadi anak sendiri disebut "mulang jurai" karena tidak 

memiliki anak sendiri, sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak, ini 

disebut "ngukup anak". Di daerah Rejang, pengangkatan anak tiri 

menjadi anak sendiri tidak diperbolehkan kecuali bapak anak itu 

masih hidup.
52

 

Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, 

yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku   bangsa 

Minang, dalam suku Ibunya hingga anak tersebut masuk dalam   

sukunya sendiri.  

3. Motivasi Pengangkatan Anak di Indonesia 

Ada banyak alasan mengapa seseorang atau keluarga mengangkat 

anak, seperti ingin melanjutkan keturunan, membantu anak, dan membantu 

pekerjaan orang tua angkat. Menurut C. Dewi Wulansari, mengangkat anak 

pada hakikatnya adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga 

sendiri, sehingga timbul hubungan kekeluargaan yang sama antara orang 

yang mengangkat anak dan anak yang diambil. Tidak ada keseragaman 

dalam pengangkatan anak di berbagai tempat di seluruh negeri. Pada 

dasarnya, di wilayah patrilineal seperti Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, 

Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali, anak laki-laki diangkat untuk 

mempertahankan keturunan. 

                                                           
51

 Ibid 
52

 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung,), 

Hal. 120 



 

38 

  

Tidak umum di daerah yang bersifat matrilineal, terutama di 

Minangkabau, mengangkat anak. Menurut hukum adat Minangkabau, 

saudara-saudara sekandung mewarisi harta kekayaan. Tidak ada kebutuhan 

untuk mengangkat anak karena anak-anak dari saudara perempuannya 

adalah yang berhak mewarisi harta. Di beberapa masyarakat parental, 

seperti di Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak biasanya ditujukan pada 

keponakan sendiri karena alasan berikut: 

a. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaaan dengan orang tua anak yang 

diangkat; 

b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar 

dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak 

sendiri; dan 

c. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.
53

 

Meskipun ada alasan yang berbeda-beda untuk pengangkatan 

anak di berbagai tempat, alasan umum untuk pengangkatan anak adalah 

untuk melanjutkan keturunan. Pengangkatan anak seperti ini terjadi di 

Gayo, Lampung, Nias, dan Kalimantan dengan tujuan melanjutkan 

keturunan. Pengangkatan anak di Minangkabau biasanya dilakukan 

untuk: 

a. Mencegah kepunahan keluarga dengan mengangkat seorang anak 

perempuan. 

b. Menjaga dan mempertahankan properti yang dimiliki oleh suku 

Semendo, suku Dayak landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan 
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Barat Pengangkatan anak dilakukan untuk memberi anak perempuan 

kemampuan untuk mengelola harta benda;  

c. Untuk tujuan perawatan, seperti di Jawa dan Sulawesi. Untuk 

memberikan posisi kepada anak dianggap lebih baik dan 

menguntungkan daripada kedudukannya sebelumnya. Ini terlihat 

misalnya di Bali ketika mengangkat anak laki-laki dari selir menjadi 

anak laki-laki isterinya atau mengangkat anak tiri menjadi anaknya 

sendiri karena tidak memiliki anak sendiri. Perbuatan ini dikenal di 

daerah Rejang sebagai mulang jurai, dan di suku Mayan Sluing Dayak 

disebut ngukup anak. Di Rejang, tidak boleh mengangkat anak tiri 

menjadi anak sendiri jika bapaknya masih hidup. 

Pada umumnya, orang Indonesia lebih suka mengadopsi anak 

dari keluarga sendiri, seringkali tanpa surat adopsi yang diperlukan. 

Kemudian berkembang, mencakup anak-anak di luar keluarga mereka 

juga, serta anak-anak dari tempat-tempat penampungan bayi terlantar, 

panti asuhan, dan tempat lainnya. Hukum Adat Indonesia digunakan 

untuk menilai motivasi adopsi, yaitu: 

1) Karena tidak mempunyai anak; 

2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si 

anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya; 

3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak 

mempunyai orang tua (yatim piatu);
54

 

4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak 
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perempuan atau sebaliknya; 

5) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai 

anak kandung; 

6) Untuk menambah jumlah keluarga ; 

7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang 

baik; 

8) Karena faktor kepercayaan; 

9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) 

bagi yang tidak mempunyai anak kandung; 

10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka 

diminta oleh orang tua kandung si anak kepada keluarga tersebut supaya 

anaknya dijadikan anak angkat; 

11) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung 

keturunan bagi yang tidak mempunyai anak; 

12) Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak 

terurus; 

13) Utnuk mempererat hubungan kekeluargaan; 

14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meningggal, maka anak yang 

baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, 

dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur. 

4. Tujuan Pengakatan Anak 

Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Melalui pengangkatan anak diharapkan anak telantar dapat 

terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar yang diberikan oleh 

orang tua angkatnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Prosedur 

dan tata cara pelaksanaan pengangktaan anak diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Begitu juga terkait dengan tujuan pengangkatan anak harus  sesuai 

dengan peraturan yang ada baik peraturan secara agama atau hukum Islam, 

peraturan perundang-undangan dan hukum adat atau hukum kebiasaan yang 

melekat di masyarakat. 
55

 

Adapun tujuan pengangkatan anak berdasarkan aturan yang adalah 

sebagai berikut: 

yang berlaku Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, adalah: 

a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan ( Pasal 2 ayat (3) ; 

b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar (Pasal 2 ayat (4); 

c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan  

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1); 

d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang 

dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Perundang- undangan (Pasal 12 ayat (3). 
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5. Adminitrasi Pengangkatan Anak 

a. Pencatatan Anak Angkat 

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang berbentuk selembar kertas 

yang dikeluarkan oleh Negara dan berisi informasi identitas seorang anak 

yang baru dilahirkan, seperti nama, tanggal lahir, nama orangtua, dan tanda 

tangan pejabat yang berwenang.  

Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan Ibu dari 

anak tersebut. Dalam arti bahwa, anak tersebut merupakan anak yang lahir 

dari dan dalam perkawinan bapak dan Ibunya yang sah. Sehingga anak 

tersebut juga berkedudukan sebagai anak sah dari keluarga tersebut. Karena 

asal usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan 

kemahraman (nasab) dengan ayahnya
56

 

Adanya peraturan perundang undangan yang dIbuat oleh 

pemerintah ini bertujuan untuk melindungi hak hak dari anak anak yang lahi 

dan meminimalisisir terkasit kasus dan persoalan yang akan terjadi di 

kemudian hari terutaman mengenai status dari seorang anak 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur 

bahwa identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1). Ayat (2) dari undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa identitas yang dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat 

dalam akta kelahiran.
57

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap 

anak berhak untuk memperoleh akta kelahiran, dan hak ini harus dipenuhi 
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sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak
58

 

Setelah penetapan dikeluarkan oleh pengadilan baik Pengadilan 

Negeri maupun Pengadilan Agama, orang tua wajib untuk melapor kepada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaporan kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk melakukan pencatatan 

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan telah 

dikabulkan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan yang dIbuktikan dengan 

salinan penetapan dari pengadilan serta dIbuatkannya catatan pinggir pada 

akta kelahiran anak yang diangkat.
59

 

Banyak orang tua menganggap bahwa akta kelahiran merupakan 

salah satu keharusan administratif yang harus dipenuhi. Namun, sebenarnya 

akta kelahiran adalah bentuk nyata dari pemenuhan hak asasi manusia. 

Pemahaman mengenai akta kelahiran merupakan hak yang harus 

disosialisasikan kepada masyarakat. Banyak orang menganggap akta 

kelahiran hanya sebagai dokumen administrasi kependudukan yang harus 

diproses ketika diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi, seperti 

pendaftaran sekolah anak dan sebagainya. 

Selain itu, akta kelahiran juga berfungsi sebagai bukti bahwa 

seseorang adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan dalam 

dokumen tersebut. Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya mencatat 
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peristiwa kelahiran, tetapi juga memberikan status hukum anak, 

menghubungkan anak dengan Ibunya dan keluarga Ibunya, serta mengakui 

hubungan antara anak, ayah, dan Ibunya. 

Akta kelahiran adalah  dokumen pengakuan resmi orang tua  

kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Akta kelahiran juga mempunyai arti 

penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum si anak itu sendiri
60

 

Dalam proses pembangunan nasional, akta catatan sipil memiliki 

peran dan peran yang sangat penting. Ini karena akta catatan sipil 

menawarkan manfaat bagi kedua pihak, yaitu individu dan pemerintah. 

Manfaat bagi individu termasuk, pertama, menentukan status hukum 

seseorang; kedua, menjadi alat bukti yang paling kuat di hadapan hakim; dan 

ketiga, memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Untuk pemerintah, 

akta catatan sipil juga menawarkan manfaat, termasuk, pertama, 

meningkatkan efisiensi administrasi; dan kedua, memberikan kepastian 

tentang peristiwa itu sendiri.  

Anak angkat memiliki hak dasar yang sama dengan anak kandung, 

termasuk memiliki hak untuk menerima akta kelahiran. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari 

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab 

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam 
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keluarga orang tua angkatnya. Keputusan atau keputusan pengadilan ini 

disebut sebagai pengangkatan anak.
61

 

Dalam proses pembuatan akta kelahiran, seringkali terjadi 

kesalahan. Akta kelahiran ini merupakan dokumen otentik yang mencakup 

identitas seseorang secara akurat. Karena itu, kesalahan dalam pengutipan, 

baik yang bersifat redaksional maupun non-redaksional, harus diperbaiki 

melalui pengajuan permohonan ke pengadilan. Setiap anak, baik anak 

kandung biologis maupun anak angkat, memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh perlindungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 52 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa: 

1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, Keluarga, 

masyarakat dan Negara. 

2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak 

itu diakui dan dilindungi Dalam Pasal 53 Undang-undang Republik 

Indonesia. Nomor 39 tahun 1999 pada ayat yaitu sebagai berikut; Pasal (1) 

Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan

 hidup, dan meningkatkan kehidupannya. Pasal (2) Setiap anak sejak 

kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 

Berdasarkan dua pasal yang disebutkan di atas, akta kelahiran 

dianggap sebagai hak anak yang tidak terkecuali. Akta kelahiran harus 

dipenuhi oleh kedua orangtua atau wali anak. Orangtua dan masyarakat 

memiliki kewajiban untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak anak. 

Pencatatan kelahiran merupakan hak yang paling mendasar yang seharusnya 

dijamin dan dilindungi oleh negara, karena termasuk dalam pemenuhan hak 
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asasi manusia. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, sebuah nama memiliki 

keberlakuan universal, tidak tergantung pada latar belakang politik atau agama 

orangtuanya. Dalam pandangan seperti itu, pencatatan kelahiran menjadi 

kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. 

Sebenarnya, eksistensi hukum seseorang baru diakui setelah pencatatan 

kelahirannya. Selain itu, kewarganegaraan juga merupakan status hukum yang 

memberikan seseorang kedudukan sebagai subyek hukum dalam satu 

yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak akan mendapatkan hak-

hak tertentu dari negara, termasuk hak untuk mendapatkan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP). 

Dengan konstruksi seperti itu, akta kelahiran seharusnya dianggap 

sebagai dokumen yang sangat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen 

otentik yang paling mendasar dan harus diberikan oleh negara kepada anak-

anak Indonesia yang baru lahir. Namun, dalam praktiknya, pencatatan 

kelahiran seringkali tidak terkait dengan status hukum seseorang. Kesalahan 

dalam pengutipan akta kelahiran sering terjadi.  

Bagi anak angkat, jika terjadi kesalahan dalam pengutipan akta 

kelahiran, maka orangtua angkat wajib mengajukan permohonan perbaikan. 

Bagi anak yang sudah mencapai usia hukum dalam perdata, Dia dapat 

mengajukan permohonan sendiri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), seseorang dianggap telah mencapai usia hukum jika 

sudah berusia 21 tahun atau jika belum mencapai 21 tahun namun sudah 

menikah. Bagi anak yang belum mencapai usia hukum (belum menikah atau 

belum berusia 21 tahun), Dia dapat diwakilkan oleh orangtua angkat sebagai 
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wali. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Matuankota, J.K. (2011) yang 

menyatakan bahwa "bagi anak-anak terlantar yang diadopsi atau diangkat oleh 

orang tua wali, tanggung jawab untuk mengurus legalitas anak angkat tersebut 

ada pada pemerintah dan orang tua, baik orang tua kandung (jika masih ada) 

maupun orang tua angkat." 

Perlindungan anak perihal akta kelahiran secara khusus diatur dalam 

Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

mengatur tentang pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan Negara dalam kaitannya dengan masalah identitas anak. Secara 

khusus perlindungan mengenai akta kelahiran diatur dalam Pasal 27 Undang 

– Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai 

berikut; 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.2) 

Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam akta 

kelahiran.
62

 

Kesalahan dalam akta kelahiran dapat diperbaiki. Tata cara perbaikan 

kesalahan pada akta kelahiran dijelaskan dalam Perpres Nomor 96 Tahun 

2018
63

 disebutkan bahwa; 

1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil 

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan 

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari 

subjek akta. 

2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud 

diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan; 
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a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan 

 akta pencatatan sipil; dan 

b. Kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tuli 

redaksional. 

3) Perbaikan kesalahan pengutipan akta kelahiran dilakukan di dinas 

penduduk dan catatan sipil atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai 

domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
64

 

6. Dasar hukum pengangkatan anak  

a. Hukum Islam 

Adapun dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah 

1. Firman Allah dalam Surat  al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menjelaskan 

bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkat : 

ٍَّ أيَُّ  ُٓ ُۡ ٌَ يِ ِٓسُٔ
 ـًِ حظََُٰ

َّٰٓ جَكُىُ ٱنََّٰ ََٰٔ يَا جَعَمَ أشَۡ َٔ ِّۚۦ  فِ ٕۡ ٍِ فًِ جَ ٍۡ ٍ قهَۡبَ ُ نسَِجُمٖ يِّ ا جَعَمَ ٱللََّّ يَا جَعَمَ يَّ َٔ خكُِىۡۚ  ََٰٓ

 ٌَ َٕ ُْ َٔ ُ ٌقَُٕلُ ٱنۡحَقَّ  ٱللََّّ َٔ ِْكُىۡۖۡ  ََٰٕ نكُُى بأِفَۡ ٕۡ نكُِىۡ قَ
َٰ
بٍِمَ أدَۡعٍِآََّٰءَكُىۡ أبَُۡآََّٰءَكُىۡۚ ذَ دِي ٱنعَّ ِٓىۡ  ٤ٓۡ ُْىۡ لَِِّٰٓبآََّٰئِ ٱدۡعُٕ

طَ عَهَ  ٍۡ نَ َٔ نٍِكُىۡۚ  ََٰٕ يَ َٔ  ٍِ ٌ َكُُىۡ فًِ ٱندِّ ََٰٕ ُْىۡ فإَخِۡ اْ ءَابآََّٰءَ َّٰٕٓ ًُ ِۚ فإٌَِ نَّىۡ حَعۡهَ َٕ أقَۡعَطُ عُِدَ ٱللََّّ آَّٰ ُْ ًَ ٞ  فٍِ كُىۡ جُُاَ ٍۡ

كَا َٔ دَثۡ قهُُٕبكُُىۡۚ  ًَّ ا حَعَ كٍِ يَّ
نََٰ َٔ ۦِّ  ا أخَۡطأَۡحىُ بِ ًً حٍِ ُ غَفُٕزٗا زَّ  ٌَ ٱللََّّ

Artinya: Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 

dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 

Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah Dia (anak-

anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak Dia; 

Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
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mengetahui bapak-bapak Dia, Maka (panggilah Dia sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-masulamu]. dan tidak 

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS, Al-

Ahzab ayat 4-5)
65

 

Para ulama menggunakan ayat di atas untuk mendukung 

pengangkatan anak. Itu juga menjelaskan apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan. Dalam ayat di atas, beberapa kalimat, seperti "Dia 

tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu atau 

anak kandungmu sendiri dari nasabmu," memerlukan penafsiran para 

ulama mengenai masalah pengangkatan anak. 

Para Imam telah meriwayatkan dari Ibnu Umar yang telah 

mengatakan bahwa Dahulu Nabi mengangkat Zaid Bin Harits sebagai 

anak sebelum beliau menjadi nabi, dan dahulu ia dikenal dengan sebutan 

'Zaid anak Muhammad'. Maka turunlah ayat  

 ِۚ َٕ أقَۡعَطُ عُِدَ ٱللََّّ ُْ ِٓىۡ  ُْىۡ لَِِّٰٓبآََّٰئِ  ٱدۡعُٕ

Artinya :Panggilla Dia ( Anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak Dia.) Al-ahzab ayat 5) 

Ayat Ini adalah perintah yang me-mansukh apa yang biasa 

berlaku di masa permulaan Islam yang membolehkan memanggil anak 

angkat sebagai anak sendiri. Melalui ayat ini Allah memerintahkan 

kepada Dia agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada 
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bapaknya masing-masing yang sesungguhnya. Ketentuan ini merupakan 

suatu keadilan dan tindakan yang baik.  

Dahulu Dia memperlakukan anak-anak angkat sebagaimana 

Dia memperlakukan anak-anak kandung sendiri dalam semua keadaan, 

misalnya dalam keadaan menyendiri disamakan dengan mahram dan 

lain sebagainya. 

Setelah adanya pe-nasikh-an hukum ini, maka Allah 

membolehkan seseorang mengawini bekas istri anak angkatnya; 

Rasulullah Saw. mengawini Zainab binti Jahsy yang telah diceraikan 

oleh Zaid ibnu Harisah r.a.
66

 

نكُِىۡ 
َٰ
 ‖,yakni panggilanmu melalui ucapanmu (yang demikian itu) ذَ

Orang ini adalah anakku‖  َۡنكُُى بأِف ٕۡ ِْكُىۡۖۡ قَ ََٰٕ  (hanyalah perkatannmu di mulut) 

yang tidak nyata dan tidak keluar dari hati sanubari serta tidak 

dimasukkan ke dalam hati, sehingga ia sekedar perkataan yang keluar 

dari mulut seperti suara hewan. 

ُ ٌقَُٕلُ ٱلۡ حَقَّ  ٱللََّّ َٔ  ( Dan allah mengatakan yang sebenarnya)  

karena sesungguhnya pengakuan yang sebenarnya itu seharusnya ucapan 

orang yang bersangkutan keluar dari dari akal atau berdasarkan hukum 

Syara‘. Misalnya anaknya itu secara syarí diakui sekalipun hakikatnya 

tidak diketahui. 

 ۡٓ ٌَ َٕ ُْ بٍِمَٔ دِي ٱنعَّ  (Dan Dia menunjukkan jalan) yang benar, oleh karena itu 

tinggalkanlah ucapanmu dan ambillah kalam Allah. 
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نٍِكُىۚۡ  ََٰٕ يَ َٔ  ٍِ ٌ َكُُىۡ فًِ ٱندِّ ََٰٕ ُْىۡ فإَخِۡ اْ ءَابآََّٰءَ َّٰٕٓ ًُ  dan jika kamu tidak m engetahui) فإٌَِ نَّىۡ حَعۡهَ

bapak-bapak Dia maka panggillah merka sebagai saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu)  yakni anak-anak pamanmu. Dengan 

kata lain, jika kamu tidak mengetahui bapak seseorang yang kamu 

nisbatkan dia kepadanya, sedangkan kamu hendak berbicara dengannya, 

maka panggillah Dia dengan sebutan dia suadaraku, atau anak pamanku. 

Selain  itu, dapat pula di artikan bahwa panggilah Dia dengan sebutan 

saudaramu se agama, misalnya kamu katakana Abdullah, Abdurrahman, 

Abdurrazak dan sebagainya. Nisbatkanlah Dia keapada ayahnya masing-

masing yang sebenarnya.
67

 

  Sebagaimana Allah berfirman: ۡۡنكُُم ينِۡ فىِ فإَخِۡوََٰ ليِكُمۡۡ ٱلدِّ  وَمَوََٰ

(―panggillah saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”) Ibnu 

Jarir berkata dari ‗Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya ia berkata: 

Abu Bakrah mengatakan: Allah berfirman: ۡۡنكُُم ينِۡ فىِ فإَخِۡوََٰ ليِكُمۡۡ ٱلدِّ  Dan―) وَمَوََٰ

jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak Dia, maka (panggillah Dia 

sebagai) saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu.‖) Aku 

adalah orang yang tidak dikenal (bapaknya), maka aku adalah saudara 

kalian seagama. Bapakku berkata: ―Demi Allah,sesungguhnya aku 

menyangka seandainya dia mengetahui bahwa bapaknya adalah keledai 

niscaya akan menyandarkannya diri kesana.‖ Al-Alusi dalam Tafsir Ruh 

al-Ma‘ani membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak. 

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang 

anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya 
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dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram 

dan kerabat, hukumnya adalah haram. 

Jika seseorang mengangkat anak dan memperlakukannya seolah-

olah anak sendiri, tanpa menasabkan anak itu kepadanya atau 

menyatakan kedudukannya dalam hukum sama dengan anak 

kandungnya, maka Allah tidak mengharamkannya. 

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang mengasuh seorang 

anak yang tidak diketahui ayahnya dan menjaganya seperti anak sendiri, 

hubungan pemeliharaan dengan anak tersebut akan menjadi hubungan 

saudara seagama atau hubungan antara tuan dan hamba yang telah 

dimerdekakan. 

Oleh karena itu, orang yang mengasuh anak tersebut harus 

memanggilnya dengan sebutan "saudara" atau "maula". Orang lain juga 

diharapkan untuk menggunakan sebutan tersebut, misalnya "Salim 

maula Huzaifah", karena sebelum masuknya agama Islam, Salim adalah 

seorang budak Huzaifah yang tidak diketahui ayahnya. 

Allah kemudian mengakhiri ayat ini dengan menyatakan bahwa 

semua perbuatan dosa yang melibatkan menasabkan seorang anak 

kepada orang yang bukan ayahnya, jika perbuatan tersebut dilakukan 

sebelum turunnya ayat ini tetapi dihentikan setelahnya, maka Allah akan 

mengampuninya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang 

kepada hamba-hamba-Nya.  
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آَّٰ أخَۡطأَۡحىُ بِّ ًَ ٞ  فٍِ كُىۡ جُُاَ ٍۡ طَ عَهَ ٍۡ نَ َٔ   

( Dan tidak ada dosa bagimu terhadap khilaf yang kamu lakukan) 

karena lalai atau lidah terpeleset. 
68

 

Ayat ini menjelaskan bahwa di akuinya eksistensi  anak angkat 

akan tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak 

kandung. 

Dalam ayat 5 surat al-Ahzab tersebut menjelaskan bahwa adanya 

larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak 

kandung. Maka untuk mengikis habis tradisi jahiliah pada masa itu.
69

 

2. Islam tidak melarang praktek pengangkatan anak dengan ketentuan anak 

yang diangkat itu tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya, bukan 

dengan nama orang tua angkatnya sebagaimana hadits nabi di bawah ini: 

 ُ ِ صَهَّى اللََّّ نىَ زَظُٕلِ اللََّّ ْٕ ٍَ حَازِثتََ يَ ٌْدَ بْ ٌَّ شَ ا أَ ًَ ُُْٓ ُ عَ ًَ اللََّّ سَ زَضِ ًَ ٍِ عُ ِ بْ ٍْ عَبْدِ اللََّّ  عَ

 ٌُ د حَخَّى َصََلَ انْقسُْآ ًَّ ٍَ يُحَ ٌْدَ بْ ظَهَّىَ يَا كَُُّا َدَْعُُِٕ إلََِّّ شَ َٔ  ِّ ٍْ ِٓىْ  (عَهَ باَئِ َِ ُْىْ  َٕ  ادْعُٕ ُْ 

  ِ ُْدَ اللََّّ  .)أقَْعَطُ عِ

Artinya: Sesungguhnya Zaid bin Harits adalah maula Rasulullah SAW. 

Dan kami memangilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga 

turun ayat: panggillam Dia dengan nama ayah (kandungnya), 

maka itula yang lebih adil di sisi Allah, lalu nabi bersabda: 

“engkau adalah Zaid bin Harits”. ( HR. Bukhari dan 

Muslim).
70
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Hadits ini juga disampaikan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i 

melalui Musa bin Uqbah. Oleh karena itu, setelah hukum tersebut 

dicabut (memanggil anak angkat dengan nama ayah angkat dalam kasus 

pengangkatan Zaid bin Harits oleh Nabi), Allah ta'ala memperbolehkan 

menikahi istri anak angkat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW 

menikahi Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid bin Harits. 

Hadits ini juga menegaskan bahwa hubungan antara anak angkat 

dan orang tua angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan 

keluarga atau ayah kandungnya. Bahkan dalam hadits ini dijelaskan 

bahwa ketika Rasulullah memanggil Zaid dengan sebutan "Zaid bin 

Muhammad", Allah SWT menegurnya dengan menurunkan ayat Al-

Quran yang lain 

3. Adanya hadits yang melarang seorang anak yang menasabkan dirinya 

kepada laki-laki lain yang bukan ayah kandungnya. 

َْرَا انَّرِي صَُعَْخىُْ إًَِِّ  ًَ شٌِاَدٌ نقٍَِجُ أبَاَ بكَْسَةَ فقَهُْجُ نَُّ يَا  عِ ا ادُّ ًَّ ٌَ قاَلَ نَ ا ًَ ٍْ أبًَِ عُثْ عَ

ظَهَّىَ  َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ ٍْ زَظُٕلِ اللََّّ عَ أذَُُاَيَ يِ ًِ قَّاصٍ ٌقَُٕلَُّ ظَ َٔ ٍَ أبًَِ  عْجُ ظَعْدَ بْ ًِ ظَ

َٕ ٌقَُٕلُ  ُْ ِّ حَسَاوٌ َٔ ٍْ ِّ فاَنْجََُّتُ عَهَ ٍْسُ أبٍَِ ُ غَ ِّ ٌعَْهىَُ أَََّّ ٍْسَ أبٍَِ ظْلََوِ غَ ٍْ ادَّعَى أبَاً فًِ الِْْ يَ

ظَهَّىَ. َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ ٍْ زَظُٕلِ اللََّّ عْخُُّ يِ ًِ أََاَ ظَ َٔ   فقَاَلَ أبَُٕ بكَْسَةَ 

Artinya: Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaid dipanggil bahwa ia 

telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu 

Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: apa yang kalian lakukan 

ini/ bahwasanya aku mendengar Sa‟ad bin Abi Waqqash 

berkata:” barangsiapa mengakui (membangsakan) seorang 
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ayah selain ayahnya dalam Islam, sedangkan ia tahu bahwa itu 

bukan ayahnya, maka haram baginya surga”. (HR. Muslim )
71

 

Hadis ini menjadi penegasan terhadap orang yang mengganti 

nasab seseorang karena telah menjadikannya sebagai anak angkat. Maka 

berdasarkan hadits ini segala pengangkatan anak yang menghilangkan 

nasab anak angkat teresebut dari orang tua kandungnya maka 

pengangkatan itu dilarang di dalam Islam. Walpun bagi sebahgian 

masyarakat masih ada yang melakukan proses pengangkatan anak masih 

memakai system pergantian nasab. 

4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan 

anak. Sebagaimana firman Allah SWT surat  al-Maidah ayat 23: 

ٍعٗاۚ  ًِ آَّٰ أحٍَۡاَ ٱنَُّاضَ جَ ًَ َْا فَكَأَََّ ٍۡ أحٍَۡاَ يَ َٔ 

Artinya: Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia,maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan 

manusia semuanya.  

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kehidupan seseorang 

memiliki pentingnya di dalam Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang 

bersedia menjaga anak-anak terlantar atau orang lain, Allah akan 

memberikan balasan kepadanya. Meskipun ayat tersebut tidak secara 

khusus menyebutkan anak angkat, namun dapat dipahami bahwa orang 

yang merawat anak orang lain yang terlantar, memberikan makanan dan 

minuman, serta memperlakukan Dia seperti anak sendiri dengan 
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memberikan perhatian dan kasih sayang, maka Allah akan memberikan 

balasan terbaik baginya. 

Dengan demikian, ayat ini dapat menjadi penegasan bahwa 

pengangkatan anak dalam konteks membantu anak tersebut 

diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. 

B. Pluralisme Hukum 

1. Pengertian Pluralisme  

Kajian terbaru oleh para ahli hukum telah mengubah pengertian 

pluralisme hukum. Studi ini akan memperkuat teori pluralisme hukum.  

Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, dari kata "pluralisme", yang terdiri 

dari dua kata "pluralisme", yang berarti "beragam" dan "isme", yang berarti 

"beragam pemahaman" atau "bermacam-macam pemahaman." Oleh karena 

itu, kata ini termasuk kata yang ambigu, yang berarti "lebih dari satu".
72

 

Secara    terminology    pluralisme    berasal    dari bahasa Inggris: 

pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam)  dan isme  (paham)  yang  

berarti  beragam pemahaman,  atau  bermacam-macam  paham  Untuk itu  

kata  ini  termasuk  kata  yang  ambigu  (bermakna lebih  dari  satu).  

Pluralisme  hukum  secara  umum didefinisikan  sebagai  situasi  dimana  

terdapat  dua atau  lebih  sistem  hukum  yang  berada  dalam  suatu 

kehidupan  sosial.  Dipraktikkannya  lebih  dari  satu hukum   oleh   

masyarakat  Indonesia   (hukum   Adat, Agama, dan Barat) inilah yang 

oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.
73
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Pengertian Pluralisme Hukum (legal pluralism) kerap diartikan 

sebagai keragaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum 

dalam sebuah lingkungan sosial. Griffith
74

 berpendapat bahwa Pluralisme 

Hukum mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku 

dalam suatu komunitas sosial.  

Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai 

pilihan hukum yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukan masing-

masing individu. Selain itu, baik Griffith maupun Hooker menyatakan 

bahwa unsur utama dalam pluralisme hukum adalah adanya situasi di mana 

terdapat dua atau lebih sistem hukum dalam masyarakat untuk menghadapi 

masalah yang terkait dengan masyarakat tersebut. 

 Griffith, khususnya, menekankan pluralisme hukum yang ia adopsi 

dari Sally F. Moore yang berhubungan dengan keragaman organisasi sosial 

dan otonomi terbatas. Menurutnya, dalam lapangan sosial tertentu, tidak 

ada satu hukum yang dominan. Suatu aturan hukum akan dipengaruhi oleh 

hukum-hukum lain yang ada di sekitarnya. Secara prinsip, pluralisme 

hukum mengkritik apa yang John Griffiths sebut sebagai ideologi 

sentralisme hukum (legal centralism). 

Sentralisme hukum mengartikan hukum sebagai "hukum negara" 

yang berlaku secara seragam untuk semua individu di wilayah yurisdiksi 

negara tersebut. Dalam konteks ini, hanya ada satu hukum yang berlaku di 

negara tersebut, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh 
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lembaga negara yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Meskipun ada 

kaidah hukum lainnya, sentralisme hukum menempatkan hukum negara di 

atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, dan 

kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lainnya dianggap memiliki 

keterikatan yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara. 

Sentralisme hukum dapat diartikan sebagai upaya unifikasi hukum. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, unifikasi diartikan sebagai "proses 

menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam." Oleh karena itu, 

unifikasi hukum dapat diinterpretasikan sebagai penyatuan berbagai 

hukum menjadi satu kesatuan hukum yang sistematis yang berlaku bagi 

semua warga negara dalam suatu negara. Dengan memperhatikan definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pluralisme dan unifikasi hukum adalah 

dua hal yang berbeda dan saling bertentangan. 

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di 

mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang ada dalam kehidupan 

sosial. Menurut Hooker yang dikutip oleh I Nyoman Nurjaya, pluralisme 

hukum menjelaskan situasi di mana dua atau lebih sistem hukum 

berinteraksi dalam kehidupan sosial yang sama.
75

 

Menurut F. von Benda-Beckmann
76

, pluralisme hukum adalah 

suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi 
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beroperasi secara bersamaan dalam kegiatan dan hubungan dalam suatu 

kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pluralisme hukum perlu diakui 

sebagai kenyataan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menurut 

Herlambang dan Steni yang dikutip oleh Rifai Lubis, pluralisme hukum 

memiliki dua fungsi: 

Pertama, sebagai media atau lingkungan untuk menyebarkan dan merawat 

peraturan lokal, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun sebagai 

tanggapan terhadap perkembangan kebutuhan lokal. 

Kedua, sebagai benteng atau tameng bagi komunitas dari campur tangan 

nilai atau norma eksternal yang tidak sesuai dengan aspirasi komunitas. 

Dalam hal ini, dianggap bahwa dalam masyarakat tersebut terdapat 

peraturan yang telah ada. Hak komunitas untuk merawat dan menjalankan 

peraturan tersebut harus dihormati dan difasilitasi oleh nilai-nilai yang 

berasal dari luar komunitas tersebut.
77

 

Pluralisme  hukum  di  Indonesia  mulai  disadari sejak  masa  

pemerintahan  Hindia Belanda.
78

 Fakta bahwa masyarakat Pribumi 

memiliki berbagai hukum menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk 

menerapkan hukum yang sama untuk semua masyarakat Pribumi. Masalah 

kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk menerapkan hukum yang 

tepat untuk masyarakat Pribumi mendorong beberapa ahli untuk mencari 

formulasi hukum yang tepat untuk masyarakat Pribumi.
79
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Kajian mengenai pluralisme hukum sebagai teori hukum telah lama 

diteliti oleh banyak ahli, salah satunya adalah Werner Menski, seorang 

guru besar dari Universitas London yang mempopulerkannya pada tahun 

2006. Dalam penelitiannya di Asia dan Afrika, ia menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum yang berlaku di Asia 

dan Afrika dengan sistem yang berlaku di Barat. Di Asia dan Afrika, 

sistem hukum banyak dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, moral, dan agama, 

sedangkan di Barat, negara cenderung mengandalkan hukum negara. 

Pluralisme merupakan konsep atau pandangan yang mengakui 

adanya berbagai hal yang beragam dan berbeda dalam suatu masyarakat. 

Semangat pluralisme sebagai penghargaan terhadap perbedaan dan 

keragaman merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh manusia. 

Mengingat Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan beragam 

adat istiadat, agama, dan kebudayaan, semangat pluralisme sangat penting 

ditanamkan di Indonesia. 

Pluralisme hukum di Indonesia merujuk pada pemahaman tentang 

keberadaan mekanisme hukum yang berbeda yang ada dalam masyarakat 

Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia mencakup hukum keperdataan, 

hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi 

negara, hukum internasional, dan hukum-hukum lainnya. 

Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritik terhadap 

sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada masyarakat. 

Ada beberapa pendekatan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, 

pluralisme hukum menjelaskan hubungan antara berbagai sistem hukum 
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yang beroperasi dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan 

berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan 

hubungan, adaptasi, dan persaingan antara sistem hukum. Keempat, 

pluralisme hukum menyoroti pilihan warga dalam menggunakan hukum 

tertentu saat terjadi konflik. Dari tiga pendekatan ini, dan masih banyak 

pendekatan lainnya, dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah 

realitas dalam kehidupan masyarakat.
80

 

Perkembangan hukum nasional di Indonesia berkembang sejalan 

dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Hal ini tidak 

dapat dihindari, karena hukum nasional pada dasarnya adalah hukum yang 

pembentukan dan pelaksanaannya berasal dari kekuasaan dan kewibawaan 

negara. Ketika kehidupan berkembang menjadi lebih luas, dari komunitas 

lokal (masyarakat tradisional) ke komunitas politik yang lebih besar dalam 

bentuk negara bangsa modern, kebutuhan akan sistem hukum yang 

seragam dan pasti sangatlah dirasakan. Oleh karena itu, gerakan menuju 

unifikasi dan kodifikasi hukum menjadi umum, seolah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari proses nasionalisasi, negaranisasi, dan modernisasi yang 

menolak segala bentuk lokal dan tradisional. 

Paradigma  baru  dalam  pluralisme  hukum  tidak  terlepas  dari 

adanya  fenomena  globalisasi,  sehingga  hukum  mulai  bergerak  melalui 

wilayah-wilayah     tanpa     batas.     Tanpa     disadari     hukum     saling 

bersinggungan  di  antara  hukum  internasional,  transnasional,  

nasionaldan  lokal.  Tentunya  kondisi  ini  tidak  dimaksudkan  
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memperlebar  jarak pemetaan   hukum   tertentu   (internasional,   nasional,   

lokal),   justru sebaliknya mempertegas batas–batas entitas terpisah dari 

sistem hukum lain.
81

 

Beranjak dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai apa 

yang dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua hukum tersebut atau 

setidaknya mempersempit kesenjangan di antara keduanya. Dalam 

menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, bahkan 

sejak masa kolonial. Secara substansi, hukum negara mengakui keragaman 

hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat. Secara strategi 

pembangunan hukum, negara harus menitikberatkan pengenalan hukum 

pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara. 

Dalam konteks ini, pendekatan pluralisme hukum dalam pembentukan 

hukum nasional dan pengenalan hukum menjadi amat penting. 

Pluralisme hukum, yang sering disebut sebagai keragaman hukum, 

menurut John Griffiths, adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum 

dalam sebuah lingkungan sosial. Pada dasarnya, pluralisme hukum 

mengkritik apa yang disebut sebagai ideologi sentralisme hukum. 

Sentralisme hukum memandang hukum sebagai "hukum negara" yang 

berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi 

negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang 

diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat 

dibentuk oleh lembaga negara yang secara khusus ditugaskan untuk itu. 

Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lainnya, sentralisme hukum 
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menempatkan hukum negara di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum 

adat, hukum agama, maupun kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lain 

tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk 

pada hukum negara. 

Selama bertahun-tahun, pluralisme hukum ini mendapat beberapa 

kritik, seperti berikut: (1) pluralisme hukum dianggap tidak mengurangi 

batasan penggunaan istilah hukum; dan (2) pluralisme hukum dianggap 

tidak mempertimbangkan faktor struktur sosioekonomi makro yang 

memengaruhi sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain itu, 

pluralisme hukum memiliki kelemahan lain, menurut Rikardo Simarmata, 

yaitu tidak memperhatikan aspek keadilan. Lagi pula, pluralisme hukum 

tidak dapat memberikan konsep yang tepat sebagai antitesis hukum 

negara.
82

 Hanya dengan menggunakan pluralisme hukum kita dapat 

memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. 

Upaya untuk mendukung masyarakat adat adalah sumber gerakan 

pluralisme hukum di Indonesia. Dalam situasi ini, pluralisme hukum 

digunakan untuk membela tanah yang diambil paksa oleh pemerintah atau 

perusahaan. Hukuman adat bertentangan dengan hukum negara yang 

mendukung perampasan tanah adat. Dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), ada aturan yang mengakui keberadaan ulayat atau tanah 

adat. Secara keseluruhan, pluralisme hukum digunakan untuk 

mengembalikan peran hukum adat dalam melindungi sumber daya alam 

masyarakat adat dari perampasan yang diizinkan oleh hukum negara. 
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Selain itu, pluralisme hukum digunakan untuk mendorong pengakuan 

negara terhadap komunitas adat.  

Penambahan Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 

2000 adalah salah satu keberhasilan gerakan ini. Pasal ini mengakui dan 

menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat. Selain itu, peraturan 

masyarakat adat dipengaruhi oleh TAP MPR Nomor IX/2001 tentang 

Pembaharuan Agraria. Sejak aturan ini ditetapkan, hampir semua undang-

undang negara yang berkaitan dengan sumber daya alam memasukkan 

ketentuan tentang masyarakat adat.
83

 

 Pada tingkat praktis, aktivis pro-masyarakat adat terus berupaya 

mendapatkan pengakuan terhadap masyarakat adat. Pemetaan wilayah adat 

dan dokumentasi hukum adat adalah bagian dari upaya ini. Kedua hal ini 

sangat penting untuk mengakui keberadaan masyarakat adat. Selain itu, 

gerakan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat 

adat dengan membuat undang-undang daerah. Gerakan ini juga didukung 

oleh autonomi lokal. 

Selain itu, gerakan pluralisme hukum berusaha untuk memperluas 

upayanya ke bidang penyelesaian sengketa dengan mendorong pengakuan 

terhadap lembaga penyelesaian hukum adat, seperti peradilan adat. Ini dianggap 

sebagai pengganti sistem peradilan negara yang dianggap tidak efektif dan tidak 

dapat memberikan keadilan yang signifikan. Pada dasarnya, gerakan ini bertujuan 

untuk memberi orang-orang kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan 
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mereka dengannya melalui peradilan adat tanpa perlu menggunakan 

pengadilan negara.  

Pluralisme hukum sangat penting bagi Indonesia saat ini karena 

gerakan perubahan hukum di negara itu telah meletakkan pluralisme 

hukum sebagai dasar. Khususnya, ide-ide yang disebutkan di atas dapat 

digunakan sebagai cara untuk memasukkan peradilan adat ke dalam sistem 

hukum nasional. Dalam bidang pembinaan hukum, pendekatan ini dapat 

diterapkan oleh tetua adat dan aparatur hukum nasional dengan 

memberikan nasihat kepada generasi muda untuk menjamin sinkronisasi 

prinsip penting antara hukum adat dan hukum nasional.
84

 

Pluralisme hukum dapat memberikan ruang bagi nilai-nilai yang 

beragam, termasuk nilai-nilai negatif, untuk tumbuh dan berkembang. Hal 

ini terlihat dalam beberapa peraturan daerah yang meminggirkan kelompok 

tertentu, seperti Qanun di Aceh, Perda Injil di Manokwari, dan beberapa 

perda yang mewajibkan pelajar perempuan mengenakan jilbab. Meskipun 

dalam perspektif pluralisme hukum hal tersebut dianggap sebagai 

implementasi pluralisme hukum, namun tidak mempertimbangkan apakah 

substansinya adil bagi semua orang. 

Dengan demikian, perlu diakui bahwa meskipun pluralisme hukum 

memberikan ruang bagi keberagaman nilai-nilai, penting untuk 

mempertimbangkan aspek keadilan dalam konteks pluralisme hukum. 
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2. Pluralitas Hukum di Indonesia 

a. Hukum Adat 

Menurut Soepomo, istilah "hukum adat" digunakan sebagai sinonim 

untuk hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legeslatif (non statutory 

law), hukum yang berlaku sebagai konvensi di lembaga-lembaga hukum 

negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sejenisnya), hukum yang muncul 

melalui putusan-putusan hakim (judge made law), dan hukum yang 

berlaku sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di kota maupun di desa (customary law).
85

 

Menurut Hazairin, sistem hukum yang sempurna tidak 

memungkinkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan. 

Adat berasal dari nilai-nilai kehormatan yang diakui secara umum dalam 

masyarakat, sehingga hukum adat merupakan hukum yang berakar pada 

nilai-nilai kehormatan. 

Pemerintahan VOC (1602-1800) memulai studi hukum adat, 

menurut Ratno Lukito, dengan Marooend (1754-1836), Reffles (1781-

1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827). Berbagai 

diskusi dan spekulasi mengenai "hukum apa yang tepat untuk diberlakukan 

bagi masyarakat pribumi" muncul sebagai akibat dari semakin kerasnya 

isu-isu modernisasi hukum yang dihembuskan oleh pemerintahan Hindia 

Belanda. Diperkirakan bahwa perdebatan para ahli ini berkisar pada 

dominasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam.
86
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Perkembangan dua sistem hukum ini sebelum datangnya Belanda di 

Indonesia keduanya Hukum Adat dan Hukum Islam hidup berdampingan 

saling menyatu. Adat menempatkan Hukum Islam mengatasi adat itu 

sendiri sebagaimana dalam beberapa ungkapan daerah di Aceh misalnya 

―hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut‖ yang artinya hukum 

Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu 

benda. 

Tampak jelas bahwa ungkapan tersebut merefleksikan bagaimana 

kental dan menyatunya hubungan antara Hukum Islam dan Adat setempat. 

Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki Hukum Islam inilah yang 

sebenarnya memungkinkan semuanya bisa terjadi Konflik dan pergumulan 

dalam dua sistem hukum terebut terjadi karena Kolonial membawa sistem 

hukum Belanda yang ingin diberlakukan untuk dan  memaksakan 

hukumnya kepada masyarakat jajahannya.
87

 

Akan tetapi, ahli hukum adat percaya bahwa peraturan adat kita 

berasal dari zaman pra-Hindu. Adat Melayu Polinesia adalah contoh dari 

masyarakat Pra-Hindu. Kemudian datanglah pengaruh dari budaya Hindu, 

Islam, dan Kristen, yang masing-masing mempengaruhi budaya asli yang 

telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum adat. 

Oleh karena itu, hukum adat saat ini berasal dari akulturasi antara 

peraturan kehidupan pra-Hindu dengan peraturan kehidupan dari budaya 

Hindu, Islam, dan Kristen. 
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Hukum adat Indonesia saat ini, berkembang, dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman yang modern, fleksibel, dan sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

Konstitusi 1945 sendiri hanya menetapkan prinsip-prinsip yang mencakup 

dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran ini mendasari cita-cita hukum, 

termasuk hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Pancasila, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah 

dasar hukum dasar negara. Sangat penting bagi hukum adat untuk 

mengakui Pancasila sebagai sumber hukum yang sah karena hukum adat 

berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat mencerminkan hukum 

yang nyata dan hidup di tengah-tengah masyarakat serta mencerminkan 

identitas bangsa dan masyarakat Indonesia. Secara filosofis, hukum adat 

didefinisikan sebagai hukum yang sesuai dengan pandangan hidup atau 

falsafah hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. 
88

 

Fakta bahwa ada hukum adat di Indonesia sebelum kedatangan 

bangsa asing adalah sebagai berikut: 1) Raja Dharmawangsa dari Jawa 

Timur menulis kitab yang disebut Civacasana pada tahun 1000; 2) Gajah 

Mada Patih Majapahit menulis kitab yang disebut Kitab Gajah Mada dari 

tahun 1331 hingga 1364; 3) Kanaka Patih Majapahit menulis kitab yang 

disebut Adigama dari tahun 1413-1430; dan 4) Kitab hukum 

Kutaramanava ditemukan di Bali pada tahun 1350. Kemajuan zaman, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi alam adalah 

beberapa faktor tradisional, termasuk kepercayaan magis dan animisme. 
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b. Hukum Belanda 

VOC, kumpulan maskapai dagang Belanda, didirikan pada 20 

Maret 1602. VOC dipimpin oleh Jenderal Jan Pieter Zoon Coen 

menduduki Jakarta (Batavia) pada tahun 1619. Area yang dimiliki VOC 

terletak di antara Laut Jawa dan Samudera Indonesia, dengan Sungai 

Cisadane di sebelah Barat dan Sungai Citarum di sebelah Timur. VOC 

memiliki dua peran: sebagai pengusaha perniagaan dan sebagai 

penguasa pemerintahan.
89

 

Pada tahun 1609, Staten General (Perwakilan Rakyat) Belanda 

memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur 

Jenderal dan Dewan Hindia/Raad Van Indie) untuk membuat hukum 

mereka sendiri. Hukum ini disebut sebagai hukum VOC dan mencakup 

unsur-unsur berikut: a) Hukum Romawi, b) Asas-asas hukum Belanda 

Kuno, dan c) Statuta Betawi. Statuta Betawi dibuat oleh Gubernur 

Jenderal Van Diemen dan bekerja sama dengan Staten General 

Menurut Van Vollenhoven
90

, Kebijakan yang dibuat oleh VOC 

dalam bidang hukum ini dikenal sebagai "Cara mempersatukan hukum 

yang sederhana". Namun, dalam praktiknya, peraturan yang dibuat oleh 

VOC tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena: 1) terdapat hukum 

yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu Kota 
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Betawi/Batavia, dan 2) terdapat hukum yang berlaku di luar pusat 

pemerintahan VOC, yaitu di luar Kota Betawi/Jakarta. 

Hukum adat adalah hukum yang berlaku untuk penduduk asli, 

menurut Utrecht. Kecuali untuk wilayah Betawi dan Jakarta karena 

kendala transportasi dan kekurangan sumber daya pemerintah pada saat 

itu. Sebagai solusi, resolusi 21 Desember 1708 dikeluarkan. Menurut 

hukum adat, bupati sebagian Priangan (barat, tengah, dan timur) 

bertanggung jawab atas perkara perdata dan pidana.  

Tidak banyak orang yang memperhatikan hukum adat saat ini; 

namun, ada beberapa tulisan yang dibuat oleh individu dan oleh 

pemerintah, termasuk: 1) Confendium (karangan singkat) oleh DW 

Freijer, yang membahas peraturan hukum Islam tentang waris, nikah, 

dan talak; 2) Pepakem Cirebon, yang dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar, 

seorang residen di Cirebon. Ini adalah kumpulan hukum adat Jawa 

yang diambil dari kitab kuno seperti Undang-Undang Mataram, 

Kutaramanawa, dan Jaya Lengkaran, antara lain.  

Dalam Pepakem Cirebon, ada gambaran seorang hakim yang 

dikehendaki oleh hukum adat: a) Candra, bulan yang menyinari segala 

tempat yang gelap; b) Tirta, air yang membersihkan segala tempat yang 

kotor; c) Cakra, dewa yang mengawasi keadaan; dan d) Sari, bunga 

yang harum baunya.
91

 

Penilaian VOC terhadap hukum adat adalah sebagai berikut: 1) 

Hukum adat mirip dengan hukum agama; 2) Hukum adat ditulis dalam 
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bentuk kitab hukum; 3) Penerapan hukum adat dilakukan sesuai 

kebutuhan; dan 4) Hukum adat lebih rendah dari hukum Eropa. Pada 

masa Daendels, hukum adat tidak diperhatikan dan tidak ada peraturan 

yang dibuat. Daendels berpendapat bahwa hukum adat Jaea terdiri dari 

hukum Islam, tetapi secara keseluruhan, dia pikir hukum Eropa lebih 

penting daripada hukum adat. Namun, dia melihat desa sebagai 

komunitas. Daendels juga tahu tentang sistem panjer. Menurut Raffles, 

hukum adat tidak setinggi hukum Eropa; dia menganggapnya sama 

dengan hukum Islam.  

Pada masa pemerintahan VOC (Vereenigde Oost Indische 

Compagnie), ada aturan bahwa semua daerah di bawah kekuasaan VOC 

harus menggunakan hukum Belanda. Ini dianggap baik untuk bangsa. 

Namun, pemerintah VOC mengizinkan masyarakat menggunakan 

hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa karena masyarakat lebih 

suka menggunakannya. Pada tahun 1760, D.W. Freijer, anggota 

pemerintah VOC, membuat Compedium Freijer sebagai referensi 

hukum untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat Islam di 

wilayah yang dimiliki VOC.92
 

Pada tahun 1838 di Belanda, terjadi kodifikasi terhadap semua aturan 

perundangan, termasuk hukum perdata dan hukum dagang. Meskipun 

demikian, tidaklah pantas jika aturan-aturan tersebut diberlakukan kepada 

orang-orang Eropa. Konsep ini muncul berdasarkan prinsip konkordansi. Saat 

itu, di Hindia Belanda, hukum adat berlaku bagi golongan bumi putera yang 
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sejauh ini belum pernah diperhatikan. Awalnya, tugas ini diberikan kepada 

Mr. Hageman, namun gagal karena pemerintah Belanda tidak mengenal 

situasi hukum di Hindia Belanda. Kemudian tugas tersebut diambil alih oleh 

Scholten, dan selanjutnya oleh Mr. H.L. Wichers. Tugas utamanya adalah 

melakukan unifikasi hukum. 

Van der Vinne, di sisi lain, menentang unifikasi hukum ini, 

menganggap menerapkan hukum Belanda di Hindia Belanda, yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam dan memegang teguh adat 

istiadatnya, tidak masuk akal. Kodifikasi dan unifikasi hukum perdata 

dan dagang Belanda selesai pada tahun 1848. 
93

Hasilnya meliputi: 

1). Algemeene Bepalingen van Wetgeving, yang mengatur ketentuan 

umum perundang-undangan Hindia Belanda;  

2). Burgerlijk Wetboek, yang mengatur hukum perdata; 

 3).Wetboek van Koophandel (WUK), yang mengatur hukum dagang; 

dan 

 4) R.O., yang mengatur tata tertib dan wewenang badan peradilan.  

Antara hasil karya Mr. H.L. Wichers adalah sebagai berikut: 1) 

Reglement op de Rechtsvordering (Reglement op de 

Rechtstrafvordering), yang mengatur prosedur hukum perdata bagi 

golongan Eropa di Indonesia; 2) RSV (Reglement op de 

Rechtstrafvordering), yang mengatur prosedur hukum pidana bagi 

golongan Eropa di Indonesia; 3) HIR (Herzien Inlands Reglement), 

yang mengatur prosedur hukum perdata dan pidana bagi golongan 
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bumiputera di Jawa dan Madura; dan 4) RBG (Rechtreglement 

Buitengewesten), yang menga. 

Pada saat itu, hanya hukum perdata berat dan hukum dagang yang 

telah dikodifikasi. Hukum adat belum mendapat perhatian yang cukup. 

Muncul pemikiran untuk menggabungkan hukum adat sesuai dengan 

kepentingan ekonomi dan keamanan pemerintah Belanda, serta kepentingan 

bangsa Indonesia. Pada tahun 1904, pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) 

mengusulkan undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum 

Eropa, dengan harapan agar masyarakat Bumiputera tunduk pada hukum 

Eropa.  

Upaya ini gagal karena sulitnya menggabungkan dan mengkodifikasi 

hukum adat. Kegagalan ini menyebabkan hukum adat semakin terpinggirkan 

dan ada upaya untuk menghilangkannya. Mengganti hukum adat dengan 

hukum Eropa tidak mungkin dilakukan karena mayoritas penduduk Indonesia 

adalah bangsa Indonesia, sedangkan bangsa Eropa hanya sebagian kecil. 

94
Tahun 1927, pemerintah Belanda mulai menolak unifikasi hukum adat dan 

menerapkan konsepsi Van Vollenhoven yang menganjurkan pencatatan 

sistematis hukum adat setelah dilakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk 

memajukan hukum dan membantu hakim dalam memutuskan perkara sesuai 

dengan hukum adat.  

Konsepsi Van Vollenhoven didasarkan pada pengalaman yang 

menyakitkan selama bertahun-tahun bahwa memaksakan hukum barat selalu 

gagal, serta pemahaman yang semakin meningkat mengenai pentingnya 

hukum adat di kalangan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1927, politik hukum 

Mengangkat konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat. Sebelumnya, 
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hukum adat tidak dikenal dan yang digunakan adalah istilah Undang-Undang 

Keagamaan, Lembaga Rakyat, dan kebiasaan. Tahun 1927 hingga 1928 

merupakan tahun yang menandai titik balik di mana hukum asli Indonesia 

akan ditentukan setelah penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum Dia. 

Saat itu, hukum adat digunakan sementara waktu karena belum dapat 

ditinggalkan. 

 Salah satu sarjana Belanda yang sangat berperan dalam 

memperjuangkan hukum adat adalah Van Vollenhoven, yang juga dikenal 

sebagai Bapak Hukum Adat. Upaya yang dilakukan pada masa itu antara lain: 

1) Menghilangkan kesalahpahaman bahwa hukum adat identik dengan hukum 

Islam; 2) Membela hukum adat dari usaha-usaha yang ingin menghapusnya; 

3) Membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkup hukum adat. 

Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, kedudukan hukum adat 

sangat terbatas. Pada saat itu, berlaku hukum militer, sedangkan hukum 

perundangan dan hukum adat tidak mendapatkan perhatian yang cukup. 

Peraturan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda tetap berlaku selama 

tidak bertentangan dengan hukum militer. Undang-Undang No. 1 Balatentara 

Jepang tahun 1942 Pasal 3 menjelaskan bahwa semua badan pemerintah, 

kekuasaan, hukum, dan undang-undang dari pemerintah sebelumnya tetap 

diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan 

pemerintah militer.
95

 

 Akan tetapi Jepang masih mengambil beberapa keputusan untuk 

mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat dan praktik 

ibadah keagamaan tidak dicampuri sama sekali untuk mencegah perlawanan 

yang tidak diinginkan. Jepang lebih fokus pada upaya menghapus simbol-
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simbol pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan 

pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum tidak begitu signifikan.
96

  

Sebelum Konstitusi RIS diberlakukan, pada masa penjajahan Jepang 

terdapat peraturan Dai Nippon yang disebut Osamu Sirei Pasal 3, yang 

menegaskan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku. Ketentuan 

sebelum masa penjajahan Jepang terdapat dalam Pasal 75 baru RR yang 

diundangkan dalam Staatblats No. 415 Juncto 577 pada tahun 1925, yang 

dimasukkan ke dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeleing). 

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Pasal 75 ayat 3 lama 

RR tahun 1854, yang diatur dalam Reglement op het beleid der regering van 

Nederlands Indie (Peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah di Hindia 

Belanda). Pasal 75 lama RR terdiri dari 6 ayat yang menjelaskan bahwa dalam 

perkara yang melibatkan golongan Eropa, keadilan dalam hukum perdata dan 

pidana didasarkan pada verordering-verordering umum yang sejauh mungkin 

sejalan dengan undang-undang yang berlaku di Belanda.  

Gubernur Jenderal berhak menetapkan aturan-aturan yang dianggap 

pantas dari verordering-verordering tersebut untuk golongan orang prIbumi, 

dan jika perlu, aturan-aturan tersebut dapat diubah. Jika orang prIbumi tidak 

secara sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka hakim akan 

memutuskan perkara dengan menggunakan hukum adat. Istilah yang 

digunakan untuk merujuk pada hukum 

Konstitusi negara Indonesia sebelum amandemen tidak 

mengakui atau menggunakan istilah hukum adat secara eksplisit. 

Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa rumusan tertentu 

mengandung nilai luhur dan sifat hukum adat. Mulai berlakunya UUD 
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1945, yang mencerminkan pandangan hidup Pancasila, mencerminkan 

kepribadian bangsa yang berdasarkan hukum, nilai, dan cara berpikir. 

Pasal 29 ayat pertama menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa 

adalah dasar negara, dan Pasal 33 ayat pertama menyatakan bahwa 

perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan. Dalam kenyataannya, negara menerapkan ide tentang 

Hak Menguasai Negara (HMN), yang berasal dari Hak Ulayat dan Hak 

Pertuanan, yang diakui dalam hukum adat. 

Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS menyatakan bahwa keputusan 

kehakiman harus disertai dengan alasan-alasan yang mencakup 

peraturan-peraturan undang-undang dan aturan hukum adat yang 

menjadi dasar hukum tersebut. Pasal ini juga dimuat kembali dalam 

UUD Sementara. Oleh karena itu, hakim harus menggali dan mengikuti 

perasaan yang terus berkembang tentang hukum dan keadilan rakyat. 

Selain itu, Pasal 102, dengan mempertimbangkan Pasal 25 UUDS 

1950, memberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan 

hukum, termasuk hukum adat. 
97

 

UUD 1945 kembali berlaku dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Persatuan yang meliputi seluruh bangsa Indonesia, termasuk dalam 

bidang hukum yang disebut hukum nasional, adalah salah satu dari 

empat pilar utama UUD 1945. Negara menginginkan keadilan sosial 

adalah hal kedua. 
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Penggantian undang-undang yang baru seharusnya sesuai 

dengan tuntutan reformasi memberikan peluang yang lebih besar untuk 

otonomi daripada sebelumnya dan lebih memberdayakan masyarakat 

adat dan lembaga adat yang ada di negara kita, seperti Runggun 

(lembaga kekerabatan Adat Karo), Kerapatan Adat Nagari 

(Minangkabau), dan Dalihan Natolu (Taput).  

Secara konseptual, ada kemajuan dibandingkan dengan 

peraturan sebelumnya dalam hal ini. Namun, hasilnya belum 

sepenuhnya memenuhi harapan jika dibandingkan dengan tuntutan 

Kongres Masyarakat Adat. Konsep bahwa negara memiliki kekuasaan 

atas bumi, air, dan kekayaan alamnya telah menjadi alat yang efektif 

untuk menghancurkan kedaulatan masyarakat adat.
98

 Pemerintah pusat 

adalah pemegang hak menguasai negara, seperti yang ditunjukkan oleh 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-

Undang No. 5 tahun 1967, dan Undang-Undang No. 11 tahun 1967.  

Pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas pengambilan 

keputusan yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia secara 

signifikan. Pada dasarnya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini 

membahas posisi masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara. 

Pandangan masyarakat adat terhadap negara harus diubah. Penolakan 

terhadap kedaulatan masyarakat adat akan secara otomatis mengurangi 

kekuatan negara. 
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Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 

Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 

berisi: Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan 

Masyarakat Adat Nusantara, dengan poin-poin sebagai berikut: 

1. Adat merupakan sesuatu yang memiliki nilai tinggi dan menjadi dasar 

utama kehidupan Masyarakat Adat. 

2. Masyarakat Adat di Nusantara memiliki keanekaragaman yang sangat 

besar, sehingga tidak ada ruang bagi kebijakan negara yang bersifat 

seragam. 

Sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah berhasil 

mengembangkan sistem kehidupan sesuai dengan keinginan dan pemahaman 

Dia sendiri. Oleh karena itu, negara harus menghormati kedaulatan 

Masyarakat Adat ini. 

Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari manusia dan mahluk 

lainnya. Oleh karena itu, warga Masyarakat Adat berhak mendapatkan 

kehidupan yang layak dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Setiap 

tindakan negara yang tidak patut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang 

dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera dihentikan. Berdasarkan rasa 

solidaritas dan kebersamaan dalam kesulitan, Masyarakat Adat Nusantara 

diwajibkan untuk saling bekerja sama demi tercapainya kehidupan yang layak 

dan berdaulat bagi Masyarakat Adat.
99

 

Oleh karena itu, hukum adat saat ini diakui secara resmi oleh 

pemerintah dan disetujui oleh semua orang di Indonesia sebagai hukum 

yang sah. Selain menggunakan undang-undang dan peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah, masyarakat juga dapat menggunakan hukum 
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adat secara resmi. Meskipun hukum adat berasal dari masyarakat 

Indonesia sendiri, ia berubah dan bahkan digantikan oleh hukum 

kolonial selama penjajahan Belanda. Namun, setelah Indonesia 

merdeka, hukum adat mulai muncul kembali dan diakui secara resmi 

oleh masyarakat dan pemerintah. 

Hukum adat ini dapat digunakan dalam penyelesaian masalah 

terkait dengan tanah, hak waris, dan lain-lain sesuai dengan daerah 

yang menggunakan hukum adat tersebut. Oleh karena itu, studi tentang 

hukum adat dilakukan secara kritis, objektif, dan analitis dalam 

perkembangannya di masyarakat.
100

 Ini berarti hukum adat dianalisis 

baik dari sisi positif maupun negatif. 

Hukum adat dianggap sebagai produk dari nilai-nilai 

masyarakatnya dalam konteks positif. Sebaliknya, dalam konteks 

negatif, hukum adat dianggap sebagai produk dari hubungannya dengan 

hukum lain, baik yang memperkuat maupun melemahkannya, serta 

bagaimana mereka berinteraksi dengan kemajuan politik dan 

kenegaraan.  

Perkembangan hukum adat secara positif berarti pengakuan 

hukum adat dalam doktrin, perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebaliknya, perkembangan hukum 

adat secara negatif menyoroti bagaimana hukum adat diabaikan, 

tergeser, atau bahkan tidak berlaku sama sekali karena negara memiliki 
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hukum positif yang diwakili dalam perundang-undangan dan putusan 

pengadilan.  

Fakta bahwa hukum adat terkait dengan masyarakat yang masih 

hidup dalam subsistem tertentu membuat pertanyaan tentang 

relevansinya untuk kehidupan kota kontemporer. 

c. Hukum Islam 

a) Pengertian Hukum Islam.  

Hukum menurut bahasa berarti halangan, keputusan dan 

pemisahan. Kata hukum ini berkembang hingga menjadi hukum dan 

hikmah. Keduanya berfungsi sama yaitu menghalangi seseorang 

berbuat jahat dan memisahkan hal membuat benar dan salah.
101

 

Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih, hukum 

adalah perintah Allah SWT yang menuntut mukalaf untuk memilih atau 

mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai 

sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal 

rukhsah, dan azimah.  

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau 

menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan,yang bersifat 

mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas 

dan nyata. 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi 

bagian dari agama Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar dan 
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kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Yang diatur tidak hanya 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk 

dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan 

manusia dengan tuhan.
102

  

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan 

dasar, acuan atau pedoman syari‘at Islam. Pada umumnya ulama fikih 

sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur‘an dan 

Hadis. Rasulullah SAW bersabda: ―aku tinggalkan bagi kalian dua hal 

yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama 

kalian berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah (al Qur‘an) dan 

sunahku (Hadis).‖ (H.R. Baihaqi).  

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima kaidah yang 

dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang 

ibadah maupun dibidang mu‘amalah.  

Dapat disimpulkan bahwa huhum Islam adalah aturan yang 

bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang mengatur perbuatan orang 

mukallaf berupa tuntutan perintah maupun larangan. 

b) Karakteristik hukum Islam. 

Pondasi dari hukum Islam yaitu tauhid, yang mana hukum 

Islam ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dan 

manusia dengan tuhannya. Hukum Islam memiliki karakteristik 

tersendiri yaitu:  
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a. Takamul. 

Menurut M. Hasbi Ash-Syadiqi, salah satu ciri hukum Islam 

adalah takamul yaitu lengakap, sempurna, bulat. Menurutnya hukum 

Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam 

satu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya 

pertentangan antara ushul dengan furu‟, tetapi satu sama lain saling 

kuat menguatkan.
103

 

b. Elastis. 

Hukum Islam memeperhatikan berbagai segi kehidupan baik 

bidang muamalah, ibadah, jinayah dan lain-lain. Hukum Islam 

memberikan kaidah-kaidah yang mesti diajalankan  oleh umat 

manusia.
104

 

c. Universal dan Dinamis. 

Ajaran Islam meliputi seluruh alam tanpa adanya batas, berlaku 

bagi orang-orang arab dan orang non Arab. Universalitas hukum  

Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang 

kekuasaannya tidaklah terbatas. Disamping itu hukum Islam bersifat 

dinamais karena sesuai dengan perkembangan zaman.
105

. 

d. Sistematis. 

Hukum Islam memberikan sejumlah dokrin yang saling 

berhubungan satu sama lain. Perintah salat dalam alquran senentiasa 

beriringan dengan perintah zakat. 
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e. Irasional. 

Aturan yang ada dalam hukum Islam ini juga bersifat irasional 

yang berasal dari tuhan dan bermanfaat bagi yang mengamalkannya. 

c) Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum Islam di sini mengacu pada objek kajian 

hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang merupakan bagian dari 

hukum Islam. Hukum Islam mencakup syariat dan fikih. Secara 

khusus, dalam bidang muamalah, hukum Islam sangat berbeda dengan 

hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum 

perdata) dan hukum publik. Sama seperti hukum adat di Indonesia, 

hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum 

publik. Hal ini disebabkan oleh pandangan sistem hukum Islam yang 

memandang bahwa dalam hukum perdata terdapat aspek-aspek publik, 

dan dalam hukum publik terdapat aspek-aspek perdata. 

Pembagian bidang kajian hukum Islam lebih menekankan pada 

hubungan manusia. Bentuk hubungan ini menunjukkan bahwa ruang 

lingkup hukum Islam terdiri dari dua bagian: hubungan manusia 

dengan Tuhan (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan 

sesama manusia (hablum minannas).
106

 Ada dua jenis hubungan: yang 

pertama dikenal sebagai "ibadah", dan yang kedua dikenal sebagai 

"muamalah". 

Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, 

berdasarkan hukum Al-Qur'an: hukum iktikaidyah (i'tiqadiyyah—
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keimanan), hukum khulukiah (khuluqiyyah—akhlaq), dan hukum 

amaliah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum amaliah 

inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul 

Wahhab Khallaf membagi hukum amaliah menjadi dua: hukum ibadah, 

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hukum 

muamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama 

manusia.
107

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah 

dan bidang muamalah. 

a) Ibadah 

Secara etimologis kata ibadah berasal.dari bahasa Arab al-

ibadah, yang merupakan masdar {mashdar) dari kata kerja 'abada, 

ya‘budu yang berarti menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara 

terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukalaf 

(dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka 

mengagungkan Tuhannya'.
108

 

Hakikat ibadah, menurut para ahli, adalah ketundukan jiwa 

yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah 

(Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya. Ibadah juga merupakan 

keyakinan bahwa terdapat kekuasaan yang hakikatnya tidak 

diketahui oleh akal di dalam alam ini. Pendapat lain 
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mengungkapkan bahwa hakikat ibadah adalah memperhambakan 

jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang agung, yang 

tidak dapat dijangkau oleh ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. 

nilai ganda, yaitu nilai materi dan nilai spiritual. Nilai 

materi mengacu pada imbalan yang dapat diperoleh di dunia, 

sedangkan nilai spiritual mengacu pada imbalan yang akan diterima 

di akhirat. 

Para ulama membagi ibadah menjadi dua jenis, yaitu ibadah 

mahdhah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdhah (ibadah 

umum). 

 Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan 

ibadah yang ada dinamakan bid‘ah dan berakibat batalnya Ibadah 

yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini beriaku prinsip: 

 

Artinya: Pada prinsipnya Ibadah Itu batal (dilarang) kecuali ada 

dalil yang memerintahkannya ( As-Shidieqy, 1980: 91)
109

 

5. Maqasyid Syari’ah 

1. Pengertian Maqasyid Syari’ah 

Teori Maqasid adalah merupakan salah satu teori yang dibahas 

Imam Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat, dan disinggung juga 

dalam kitabnya yang lain yang berjudul Al-I‘tisham. Kitab Al-

Muwafakat terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut 

membahas tentang konsep Maqashid. Teori inilah yang membuat kitab 
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Al Muwafaqat menjadi popular dan fenomenal. Jika ditilik secara 

kebahasaan, Maqashid syari‘ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan 

syari‘ah. Maqashid (يمظاد) adalah bentuk plural dari ( لض د) qasd, 

maqsh atau qushud yang berasal dari kata kerja qasada yaqsudu yang 

berarti tujuan, arah, tengah tengah, adil dan lain sebagainya.
110

 

Sedangkan syari‘ah adalah jalan menuju mata air yang dapat 

dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap oragn 

hidup butuh air. Syari‘ah yang dimaksudkan di sini adalah hukum 

Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal 

dari Alquran dan al-Sunnah. Dalam arti ini cakupan syari‘ah adalah 

aqidah, mu‗amalah dan akhlak.
111

 Dari kedua kata yang digabungkan 

tersebut Maqashid syari‘ah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang 

hendak direalisasikan oleh pembuat Syari‘ah yaitu Allah swt dibalik 

pembuatan syari‘ah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid 

dari teks-teks syari‘ah.
112

  

Dalam hal ini dipilih kata yang sesuai dengan pembahasan. 

Misalnya, Al-Hadfu sinonim dari kata al-ghardhu yang berarti tujuan. 

Al-Ghoyyah berarti madakullu syai‟in yang berarti ujung dari segala 

sesuatu yang juga berarti tujuan. Ma‟any jamak dar kata makna adalah 

sinonim dari kata maqashid yang berarti maksud. Asrar jamak dari kata 

sirru yang berarti tersembunyi atau rahasia. llat adalah sinonim dari 
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kata sabab yang berarti sebab. Sementara Sabab berarti segala hal yang 

karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.
113

  

Dari beberapa istilah di atas terlihat bahwa maqashid tidak 

hanya berarti tujuan syari‘at atau tujuan Allah menurunkan syariat, 

melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajarannya 

yang perlu dipahami. Maqashid juga dapat diartikan sebagai hikmah 

atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangannya, atau 

penyebab dan alasan Allah menurunkan syariatnya.
114

  

Sedangkan syari‘ah secara etimologis bermakna jalan menuju 

mata air.
115

 Sedangkan terminologi fiqh, syari‘ah berarti hukum hukum 

yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik 

ditetapkan melalui Al-Qur‘an maupun sunnah Nabi Muhammad yang 

berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.
116

 

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqashid al-

Syari‘ah oleh Al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa 

semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi 

kemaslahatan hamba.
117

 Tak satupun hukum Allah dalam pandangan 

Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak 

mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebankan 

sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).
118

" Suatu hal yang tak mungkin 

terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan 
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Al-Syatibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatkannya. Ia mengatakan 

bahwa hukum-hukum itu tidaklah dIbuat untuk hukum itu sendiri, 

melainkan dIbuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.
119

 

Muhammmad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan 

hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.  

Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Quran 

maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.
120

 

Ajaran (doktrin) maqashid al-syari‟ah al-Syatibi, menurut Khalid 

Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting 

dari tujuan-tujuan hukum.
121

 Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. 

Hallaq mengatakan bahwa Maqashid Al-syari‘ah Al-Syatibi berupaya 

mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan Hukum 

Tuhan dengan aspirasi Hukum yang manusiawi.
122

 

Dengan bantuan penulis, dapat dikatakan bahwa kandungan 

Maqashid Al-syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini dilihat 

sebagai nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan 

terhadap manusia, bukan hanya dalam arti teknis semata. Kemaslahatan 

ini juga dilihat dalam dinamika dan perkembangan hukum. 
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Penekanan Maqashid Al-syari‟ah yang dilakukan oleh Al-Sya-tibi 

secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang 

menunjukkan bahwa Hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.
123

 

Bagi Al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam Al-Quran, 

Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun 

dengan pernyataannya dalam Al-Quran itu bahwa Islam telah sempurna 

sebagai agama untuk manusia," menunjukkan bahwa Al-Quran telah 

mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai 

aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di 

luar ajaran Al-Quran itu.
124

 Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana 

posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep Maqashid Al-syari‘ahnya? 

Menurut Al-Syatibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh 

dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi 

Sunnah merupakan bayan (penjelasan) terhadap Al-Quran. Hukum-hukum 

yang diambil dari Al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam 

Sunnah.
125

  

Apa yang ingin dikatakan oleh Al-Syatibi, pada hemat penulis 

adalah bahwa cakupan Al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip 

ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-

kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat Al-Quran 

yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat 

pula dilihat dalam hubungan Al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah 

merupakan penjelasan dari Al-Quran. 
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2. Pembagian Maqashid Al-Syaria’ah 

Dalam memaparkan hakikat Maqashid Al-syari‟ah, penulis telah 

mengemukakan bahwa dari segi substansi. Maqashid Al-syari‟ah adalah 

kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif  Tuhan dapat berwujud dalam 

dua bentuk: 

Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti  

kausalitas. 

 Kedua, dalam bentuk Majazi yakni bentuk yang merupakan sebab 

yang membawa kepada kemaslahatan.
126

 Kemaslahatan itu, oleh Al-

Syatibi dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang. 

Dua sudut pandang itu adalah: 

1. Maqashid al-Syari' (Tujuan Tuhan) 

2. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).
127

 

Maqashid al-syari‟ah dalam arti Maqashid al-Syari', mengandung 

empat aspek. Keempat aspek itu adalah: 

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan 

diakhirat. 

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

3. Syariat sebagai suatu hukum takflif yang harus dilakukan, 

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naung hukum.
128

  

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqashid 

al-syari‟ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi agar syariat dapat 
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dipahami sehingga dicapai kemaslahatannya dikandungnya. Aspek 

ketiga berkaitan dengan pelaksanaan tentuan-ketentuan syariat dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan 

kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir 

berkaitan dengan tuhan manusia sebagai Mukallaf di bawah dan 

terhadap hubungan hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas 

aspek tu syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan nafsu. 

Pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Syatibi ke dałam maqashid 

daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, pada hemat penulis menunjukkan 

bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam 

kehidupan manusia.
129

 

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, 

pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Syatibi ke dalam tiga macam 

maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian 

yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas Al-Syatibi 

memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila 

kita memahami pemikiran Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, bertolak 

dari batasan bahwa Al-Maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat 

dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu 

kepada dua orientasi kandungan.
130

  

Kedua kandungan itu adalah: 

a. Al-masalih al-Dunyawiyyah (tujuan kemaslahatan dunia) 
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b. Al-Masalih al-Ukhrawiyyah
131

 (tujuan kemaslahatan akhirat) 

Pembagian Maqashid ke dalam Maqashid yang mengandung 

kemaslahatan Duniawi dan Ukhrawi, tidak dimaksudkan oleh Al-

Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi 

kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak 

dapat dipisahkan dalam hukum Islam.
132

 

Pada hemat penulis, Daruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat, 

maupun pembagian kepada orientasi kandungan Dunyawiyah dan 

Ukhrawiyah adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan 

muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Di samping 

itu dengan pembagian tersebut kita dapat menarik garis yang jelas 

antara lapangan (majal) hukum yang boleh dilakukan pengembangan 

melalui ijtihad dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan 

Ijtihad.
133

 

Pembagian-pembagian tersebut di atas, sebagaimana yang 

telah dijelaskan secara rinci, menjadi titik tolak dalam memahami 

Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. 
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Untuk memperjelaskan makna Maqashid Syari‟ah, perlu 

dijelaskan istilah-istilah terkait dalam dalam ushul Fiqh sebagaimana 

dijelaskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu Asyur, yaitu:  

1. Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditakdirkannya suatu Hukum, 

seperti Ifthor (berbuka) sebagai hikmah dari adanya Masyaqqoh 

(kesulitan).  

2. Mashlahat adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan 

menghapus kemadharatan.  

3.  Illat adalah sifat yang dzohir (jelas), mundhobith (bisa diterapkan 

dalam setiap kondisi), yang menjadi manath (acuan) setiap hukum, 

seperti safar menjadi illat di syariatkannya qashr.  

Maqashid ini hanya ada tiga yaitu dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyat.
134

  

1. Dharuriyat  

   Dharuriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang jika 

tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
135

 Menurut 

Syatibi, dalam hal Dharuriyat ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: 

agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
136

 Bila sendi itu tidak ada atau 

tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, 

kemashlahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun diakhirat. 

Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari 

apa yang dimaksud dengan mashlahat. Dengan kata lain, Mashlahat 

itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada 
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terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti 

disebutkan di atas.
137

 

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan Dharuriyat dapat 

dilaksankan dengan dua cara, yaitu:  

a. Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan 

cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun 

rukunnya serta memperkuat pondasinya.  

b. Menjaga dan memeliharanya dari sisi adam (tidak ada) dengan cara 

mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat 

mengganggu dan membuat ketidakseimbangan pada masa 

sekarang dan akan datang.
138

 

2.  Hajjiyat  

Hajjiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala 

halangan. Artinya, ketiadaan aspek hijayat ini tidak akan 

menyebabkan kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya 

menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama aspek 

hajjiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan 

beban taklif, dan memudahkan urusan Dia. Untuk tujuan ini, Islam 

menetapkan sejumlah jumlah yang diperlukan untuk 

menghilangkan kesulitan.
139
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3. Tahsiniyah  

Tahsiniyah yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak 

dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.
140

 

Tahsiniyah adalah tindakkan atau sifat-sifat yang pada 

prinsipnya berhubungan dengan Al-Mukarim Al-Akhlaq, serta 

pemeliharaan tindakkan-tindakkan utama dalam bidang ibadah, 

adat, muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, 

maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti 

kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan 

membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijayat. 

Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu 

kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan 

adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat 

pribadi masyarakat.
141

 

Teori Maqhasid Syari‟ah, berikut ini akan dijelaskan 

kelima pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, 

sebagai berikut:  

1. Perlindungan Terhadap Agama (Hifdz Ad-Din)  

    Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak 

dan kebebasan individu, terutama dalam hal kebebasan beragama 

dan beribadah. Setiap orang memiliki hak penuh atas keyakinan 

serta ajaran agamanya, dan tidak boleh dipaksa untuk 

meninggalkan agamanya demi memeluk agama atau mazhab lain. 
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Demikian pula, tidak dibenarkan adanya tekanan yang memaksa 

seseorang mengubah keyakinannya, termasuk untuk masuk ke 

dalam Islam.
142

  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia 

lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas dari akidah dan 

agama. Dan Allah memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan 

syiar-syiar c, seperti shalat, puasa, zakat, haju, memerangi (jihad) 

orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.  

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs) 

Perlindungan terhadap keberlangsungan jiwa manusia 

merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Dalam rangka 

menjaga keberadaan umat manusia, Islam mensyariatkan 

pernikahan sebagai sarana pelestarian keturunan. Selain itu, untuk 

memastikan kehidupan manusia tetap terjaga, Islam mewajibkan 

pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, 

serta berbagai keperluan vital lainnya. Demi menjamin kelestarian 

jiwa, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut makan dan minum, berpakaian, serta memiliki tempat 

tinggal yang layak.
143

 

3. Perlindungan Terhadap Akal (Hifdz Al-Aql)  

Akal merupakan asal dari lahirnya kebijaksanaan, menjadi 

cahaya petunjuk serta penerang batin, dan menjadi sarana yang 
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mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun 

akhirat. Dengan akal, manusia mampu memahami perintah Allah 

SWT, memperoleh kedudukan sebagai khalifah di bumi, serta 

mencapai derajat kesempurnaan, kemuliaan, dan keunggulan 

dibandingkan makhluk lainnya.
144

 

Dalam rangka memelihara fungsi akal, Islam menetapkan 

kewajiban bagi umatnya untuk menuntut ilmu, menghargai 

kebebasan berpikir dan berpendapat, serta menjaga kondisi akal 

melalui kesehatan jasmani. Sebagai upaya perlindungan terhadap 

akal, Islam juga mengharamkan segala bentuk minuman 

memabukkan dan narkotika, serta menetapkan sanksi bagi para 

pelakunya agar akal manusia tetap terjaga dan tidak mengalami 

kerusakan.
145

 

4.  Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdz al-Nasl).  

       Agar manusia dapat terus berkembang dan 

melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang 

diperintahkan selama hidup di dunia, Allah menjadikan keturunan 

sebagai salah satu sarana keberlangsungan hidup. Untuk menjaga 

keberlanjutan keturunan tersebut, Islam mensyariatkan pernikahan 

yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan ketentuan 

agama.
146 Seluruh aturan yang berkaitan dengan masalah keluarga 
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(ahwal al-syakhsiyah) pada hakikatnya disyariatkan guna menjaga 

dan memelihara keberlanjutan garis keturunan.
147

 

Dapat dipahami bahwa demi menjaga keberlangsungan 

keturunan, Islam secara tegas mengharamkan zina dan menetapkan 

sanksi berat bagi pelakunya. Bahkan, seseorang yang menuduh 

orang lain berzina tanpa bukti yang sah juga akan dikenai hukuman 

yang tegas.
148

 

5.  Perlindungan Terhadap Harta Benda (Hifdz Al-Mal) 

Harta merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan jasmani 

maupun rohani, manusia terdorong untuk mencari dan 

mengumpulkan harta. Karena itu,seseorang tidak boleh menjadikan 

dirinya sebagai penghalang dalam memperoleh rezeki. 

Meskipun demikian, upaya mendapatkan harta tetap harus 

berada dalam batasan syariat, yaitu: harta harus dicari melalui cara 

yang halal, digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama, 

serta ditunaikan hak Allah dan hak sosial yang terkandung dalam 

harta tersebut.
149
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d. Hukum Perdata BW 

1) Sejarah Hukum Burgelijk Wetboek 

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, 

menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur  tentang  

kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (privat  recht)‖.
150

 

Kebijakan hukum perdata yang mengatur kepentingan individu 

termasuk dalam perkataan hukum perdata dalam arti luas. Hukum 

perdata materiil ini sering disebut sebagai "hukum sipil". Namun, 

karena kata "sipil" biasanya digunakan sebagai lawan dari "militer", 

lebih baik menggunakan istilah "hukum perdata" saja. Ada juga istilah 

"hukum perdata" yang digunakan dalam arti sempit, yaitu lawan dari 

hukum dagang.  

Sebenarnya, berdasarkan skema lama, konsep hukum perdata yang 

terdiri dari hukum sipil dan hukum dagang kurang dapat 

menggabungkan sistem keperdataan, karena pembagian ini hanya 

berdasarkan undang-undang hukum perdata Belanda karena sejarah 

pengkodifikasian yang memungkinkan dua kitab undang-undang 

hukum untuk membentuk satu sistem kaidah hukum perdata. 

Menurut keadaan saat ini, hukum perdata Indonesia sebenarnya 

terdiri dari dua bagian: Pertama, hukum perdata adat, yang merupakan 

ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam 

masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. 

Di sini, masyarakat yang dimaksud adalah kelompok sosial yang ada 
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di Indonesia. Hukum perdata adat ini biasanya tidak ditulis dan 

diterapkan secara turun menurun oleh masyarakat adat. 

Kedua, hukum perdata Eropa, yang mencakup ketentuan hukum 

yang mengatur hubungan antara orang Eropa dan orang yang 

diberlakukan ketentuan itu. Ketiga, hukum perdata nasional, yang 

mencakup bidang hukum perdata yang dibuat di negara-negara 

mereka sendiri, seperti hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria tertua di negara 

tersebut.
151

 

Lebih kurang tahun 50 SM, pada masa pemerintahan Yulius 

Caesar di Eropah Barat, hukum Romawi diberlakukan di Perancis, 

bercampur dengan hukum asli yang ada sebelum orang Romawi 

menguasai Galis (Perancis). 

Situasi ini tetap ada sampai pemerintahan Louis XV. Pada 21 

Maret 1804, upaya untuk mewujudkan kesatuan hukum menghasilkan 

"Code Civil Des Francois", yang kemudian diubah menjadi "Code 

Napoleon" pada 1807.Meskipun kodifikasi ini sangat berbau Romawi, 

para penyusunnya juga banyak memasukkan unsur-unsur hukum asli, 

seperti hukum adat Perancis Kuno (juga dikenal sebagai hukum 

Jerman), yang berlaku di Eropah Barat sebelum invasi Romawi. 

Hukum gereja, atau hukum Katolik yang didukung oleh gereja Roma 

Katolik pada saat itu, dimasukkan sebagai campuran ketiga dalam isi 

Kode Civil. 
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Pada 1811, ketika Belanda dijajah oleh Perancis, kode perdata 

Belanda, yang terdiri dari ketiga undang-undang Romawi, Jerman, 

dan Gereja, diterapkan. Karena Indonesia pada saat itu merupakan 

jajahan Belanda, hukum perdata Belanda, yang sebagian besar 

didasarkan pada kode perdata itu, diterapkan untuk Indonesia sejak 1 

Januari 1848 dengan Staatsblad tahun 1847 No. 23, tetapi agak 

berbeda dengan hukum perdata Belanda.  

Dengan diundangkannya KUH Perdata dan Kitab Undang-

undang Hukum Dagang untuk golongan Eropa di Hindia Belanda 

pada tahun 1847, tugas-tugas kerja yang berkaitan dengan upaya 

kodifikasi yang diprakarsai dan ditata oleh eksponen-eksponen 

bewuste rechtspolitiek untuk mengukuhkan supremasi hukum di 

Hindia Belanda.
152

 

Cowan menyatakan beberapa alasan penerapan UU Perdata di 

Hindia Belanda, termasuk: Pertama, hukum adat yang tidak tertulis 

akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan apabila orang hanya 

bergantung pada hukum adat, sulit untuk memperkirakan apa yang 

diharapkan hakim akan putuskan. Kedua, penerapan berbagai hukum 

untuk berbagai golongan masyarakat akan menyebabkan situasi yang 

tidak jelas dan membingungkan. KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) 

adalah sumber hukum perdata yang dibahas dalam disertasi ini. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan 

hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan 
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antara warga negara yang berbeda.  

Sejak kemerdekaan, telah ada upaya untuk menggantikan 

seluruh hukum kolonial dengan hukum nasional. Namun, ini gagal 

karena adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana pembangunan 

hukum harus dilakukan. Ada yang ingin menggunakan hukum 

nasional dan membuang semua hukum kolonial yang masih ada, 

sementara yang lain ingin menggunakan hukum adat sebagai hukum 

nasional.
153

 

Walaupun KUH Perdata di atas pada awalnya (sebelum  

Negara Indonesia merdeka) dinyatakan berlaku bagi orang Belanda,    

namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat Indonesia tetap   

menggunakan KUH Perdatasebagai salah satu hukum yang akan    

menentukan dalam pergaulan masyarakat.Apalagi sampai saat ini  

lembaga  legislatif kita belum mampu membuat hukum perdata   yang   

sudah terkodifikasi dan berlaku secara unifikasi.
154

 

Akan tetapi untuk Indonesi mutlak diperlukan undang-undang  

baru yang khusus mengatur hukum kontrak, baik yang khusus,  

maupun yang merupakan bagian dari undang-undang hukum 

perdata.
155

 

Walaupun KUH Perdata di atas pada awalnya (sebelum  

negara Indonesia merdeka)  dinyatakan  berlaku bagi orang Belanda,    
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namun    kenyataannya sampai sekarang masyarakat Indonesia tetap 

menggunakan KUH Perdata sebagai salah satu hukum yang akan 

menentukan dalam pergaulan masyarakat. 

Selain itu, sampai saat ini, lembaga legislatif kita belum 

berhasil membuat hukum perdata yang jelas dan konsisten. Namun, 

untuk Indonesia, undang-undang baru sangat diperlukan untuk 

mengatur hukum kontrak khusus dan yang merupakan bagian dari 

hukum perdata. 

Hukum pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Hindia 

Belanda menjadi tiga kelompok: (1) Golongan Eropa, yang terdiri dari 

orang Belanda, orang Jepang, dan orang lain yang memiliki hukum 

keluarga yang sama dengan hukum Belanda dan keturunannya; (2) 

Golongan Timur Asing, yang terdiri dari orang Tionghoa dan orang 

Timur Asing bukan Tionghoa, seperti Arab, India, dan orang lain; dan 

(3) Hukum perdata Belanda di Indonesia.  

2) Sistimatika Burgelijk Wetboek 

Sistem hukum sipil terdiri dari tiga bab: Pertama, Perihal Orang 

(Van Personen), yang mengatur hukum badan pribadi dan hukum 

keluarga; Kedua, Perihal Benda (Van Zaken), yang mengatur hukum 

benda, termasuk hukum waris; dan ketiga, Perihal Perikatan (Van 

Verbintenissen), yang mengatur hukum kekayaan yang mengenai hak 

dan kewajiban yang berlaku untuk orang atau pihak tertentu. Keempat, 
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The Case for Proof and Through W Act (Van Bewijaeu Veryaring). 

Sistem institusi Justinian sangat memengaruhi sistematika di atas. 
156

 

Jika kita membandingkan kedua sistematika tersebut di atas, 

kita menemukan perbedaan atau ketidaktepatan sebagai berikut: 

Pertama, BW mengatur hukum keluarga sebagai bagian dari buku I 

(hukum badan pribadi) karena di dalam hukum keluarga terdapat 

hubungan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak. 

Kedua, BW mengatur hukum waris sebagai bagian dari buku II (hukum 

benda) karena pembentuk Undang-undang membentuk hukum waris. 

Eigendom adalah hak kebendaan, tetapi pewarisan dianggap sebagai 

salah satu cara untuk memperolehnya.  

Ketiga, dalam sistimatik ilmu pengetahuan, hukum benda dan hukum 

perikatan tidak diatur secara terpisah, karena hukum harta kekayaan 

mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hubungan 

ini dapat berasal dari hak, seperti yang diatur dalam buku II Buku 

Hukum Kekayaan, atau dari perikatan, seperti yang diatur dalam buku 

III Buku Hukum Kekayaan.  

Keempat, pengaturan alat bukti dan lewat waktu dalam buku IV Buku 

Hukum Kekayaan dianggap tidak tepat karena berkaitan dengan hukum 

acara, Oleh karena itu, pasal mana yang dianggap tidak berlaku atau 

dicabut sebagai akibat dari peraturan baru tersebut. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

tanggal 24 September 1960, Stb. tahun 1960 Nomor 104 tentang 
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Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), semua ketentuan yang 

berkaitan dengan hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah 

dikeluarkan dari buku II BW (KUHP) kecuali mengenai hipotek. 
157

 

Beberapa pasal atau ketentuan dianggap tidak berlaku lagi 

sebagai akibat dari Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 

September 1963 Nomor 3 Tahun 1963, yaitu: (a) Pasal 108–110 

Undang-Undang Perkawinan mengenai ketidakwenangan untuk 

bertindak sebagai istri; (b) Pasal 284 ayat 3 Undang-Undang 

Perkawinan mengenai pengakuan anak luar kawin yang lahir dari 

seorang wanita Indonesia; (c) Pasal 1682 Undang-Undang Perkawinan 

mengenai keharusan.
158

 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tanggal 2 

Januari 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tanggal 1 April 

1975 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang mengganggap tidak 

berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan sepanjang 

telah diatur dalam Undang- undang tersebut yaitu: (1) Ketentuan-ketentuan 

perkawinan dalam KUH Perdata (BW); (2) Ordonansi Perkawinan Indonesia 

Kristen (Buwelijksor donant io chesten Indonesiers) seperti tercantum dalam 

Staatsblad tahun 1933 nomor 74; (3) Peraturan Perkawinan Campuran 

(Regeling Opde Gemengde Huwelijkken) seperti tercantum di dalam 

staatsblad tahun 1898 nomor 158; (4) Peraturan-peraturan lain yang mengatur 

tentang perkawinan. 
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Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah 

mengantikan pengaturan tentang jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia 

sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari 

yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi 

pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, 

mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga 

Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk 

menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang 

dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, 

Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak 

yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda 

bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. 

Dalam perkembangannya selama ini, kegiatan pinjam- meminjam 

dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari 

lembaga hipotek atas tanah dan credietverband . 
159

 

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada 

dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia. Undang-

undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 15 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang 

menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki 

oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, Undang- 
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undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak 

milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. 

Burgelijk Weetbook Baru Belanda (BWBB) telah berhasil 

diubah,dirombak, singkatnya dimodernisasi, sehingga dapat mengikuti 

perkembangan jaman, khususnya menunjang berbagai kegiatan kegiatan 

ekonomi dalam arti luas. Upaya perubahan dan modernisasi diawali dalam 

tahu 1947 dan baru berhasil akhir tahun 1992 dengan pengundangan BWBB 

yang dinyatakan berlaku mulai 1 januari 1992. buku 1 (orang dan keluarga) 

dan Buku 2 (Badan Hukum) sudah dinyatakan berlaku, yaitu berturut –turut 

tentang jual beli dan tukar menukar (koop en huur), pemberian kuasa 

(lestgeving ), Penitipan (bewaargeving), dan penanggungan (borgtocht).
160

 

Buku 7A akan memuat kontrak-kontrak khusus yang terdapat di dalam BW 

lama B elanda di luar BAB 1,7,9 dan 14 buku. Buku 8 tentang alat -alat 

angkut dan pengakutan (verkeermiddlen envervoer)berisi Undang-undang 

pengangkutan yang dinyatakan berlaku sejak 1 April 1992 

Dengan demikian, ternyata masih ada yang belum tuntas dalam 

kegiatan modernisasi tersebut, walaupun Dia mempunyai banyak tenaga ahli 

dengan dukungan dana serta fasilitas yang cukup, masih diperlukan waktu 

hampir limapuluh tahun. Bagaimana dengan Indonesia kelihatannya 

modernisasi hanya dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum perdata 

secara parsial dalam undang yang mengatur secara khusus seperti Undang-

undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan, Lembaga Hukum 

Jaminan fidusia dan dalam bidang hukum perdata yang lain. 
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3) Pemberlakuan Hukum BW 

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar 

perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan 

melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis 

formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I 

mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku 

II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499 s/d 1232, 

buku III mengatur tentang perikatan (van Verbintenissen) mulai 

Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan 

Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring) mulai Pasal 1865 s/d 1993. 

Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum 

perdata terbagi atas hukum perorangan (personenrecht), bagian 

kedua tentang hukum keluarga (Familierecht), bagian ketiga tentang 

hukum harta kekayaan (Vermogenrecht), dan bagian keempat 

tentang hukum warirs (Erfrecht).
161

 

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari 

banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang 

mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar 

didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan 

de bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka 

kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi 

hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum 

Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 
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dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak 

tanggal 1 Oktober 1838, dan melalUi pengumuman Gubernur 

jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847,dinyatakan bahwa 

sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.
 

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, 

mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya 

menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai 

hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) 

di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata 

eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan 

keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat 

dipisahkan.
 

Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada 

sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah 

berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini 

Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari 

peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR dan RBG.
162 

Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang 

sangat penting dalam setiap perikatan yaitu asas kebebasan 

berkontrak, asas konsesualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan 

mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas 

kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan. terdapat beberapa 
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peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerdata, 

contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok agraria yang dikenal dengan nama 

undang-undang pokok agraria (UUPA, hukum perkawinan yang 

dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,hukum 

hak tanggungan.
163

 

Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan 

pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan 

kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah 

dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-

undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 

1985 tentang Mahkmah Agung sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan 

Undang-Undang No.3 Tahun 2009. 

Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi 

menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaanya, apalagi 

pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci 

sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan 

pelaksana yang dIbutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang 

diamanatkan oleh undang-undang sehingga berdampak pada 

kesulitan dalam praktik pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut 
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maka Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya 

membuat Peraturan Mahkmah Agung (PERMA).
164

 

Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan 

perdata yang tidak dapat dikatakan efektif, cepat, dan terjangkau. 

Tidak seperti peradilan pidana yang mengenal acara pemeriksaan 

singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu, 

peradilan perdata yang mengacu pada Het Herziene Indonesische 

Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) tidak 

memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian 

sengketa yang sederhana.  

Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah 

perkara perdata yang masuk Adapun ruang lingkup pembaharuan 

hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya 

meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan 

filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis.  

Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji 

ulang relevansi konsep dasar dan asas- asas hukum acara perdata, 

pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk 

mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif 

yang berlaku sekarang ini,
165

 sedangkan pembaharuan muatan 

sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-

undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat. 
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Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan- 

rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah 

hidup bangsa Indonesia. 

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional 

tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi 

kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan 

hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga 

melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum 

yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap 

berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam 

realita kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pencari 

keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan 

berbelit-belit.  

Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara 

perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan 

adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun 

dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat bagi para pihak.
166

 

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam 

melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, 

yaitu; Pembuatan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum 

Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, 
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R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan pembaharuan 

perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya 

mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku 

sekarang.  

3. Keberadaan Hukum Islam Indonesia dengan Hukum Adat dan Hukum 

Barat/Positif 

Bahwa, selain undang-undang, hukum Islam dan adat merupakan bagian 

dari sistem hukum Indonesia. Konsep hukum Islam berbeda dari konsep 

hukum perundang-undangan karena ajaran Islam menganggap hukum sebagai 

aturan yang berasal dari wahyu Illahi. Akibatnya, konsep hukum perundang-

undangan yang berasal dari karya manusia memiliki karakteristik yang 

berbeda dari konsep hukum Islam.  

Perihal Hukum Adat (Adatrecht) adalah sistem hukum yang berkembang 

dari kebiasaan masyarakat. R. Soepomo (1983) menyatakan bahwa hukum 

adat adalah hukum non-statutior yang sebagian besar terdiri dari hukum 

kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum Islam. Hukum adat juga mencakup 

hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum 

dari lingkungan di mana hakim memutuskan kasus. Dengan demikian, hukum 

adat didefinisikan sebagai hukum tidak tertulis (non-statutior), yang sebagian 

besar adalah hukum kebiasaan.  

Dengan kedatangan orang Belanda ke Indonesia, hukum Barat, yang kita 

bandingkan, adalah perundangannya, yang ditulis dalam bahasa Belanda dalam 
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undang-undang atau kitab undang-undang.
167

 Hukum Barat bertujuan untuk 

mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum. 

4. Perkembangan Pluralitas Hukum di Indonesia 

Hukum nasional Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan 

kekuasaan negara-negara bangsa; pada dasarnya, hukum nasional adalah 

hukum yang dibentuk dan diterapkan oleh kekuasaan dan kewibawaan negara. 

Ketika kehidupan berkembang dari lingkaran kehidupan komunitas lokal (old 

societies) ke lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan 

berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang dikenal 

sebagai negara bangsa modern (new nation state), suatu sistem hukum yang 

satu dan pasti diperlukan. Di sinilah kembali berlakunya hukum perdata 

belanda sebagai hukum nasional. 

Pernyataan yang mengatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia 

adalah fakta merupakan pernyataan tidak terbantahkan. Pluralisme hukum di 

Indonesia eksis baik sebelum, semasa maupun sesudah kolonialisme. 

Pluralisme hukum tersebut ditandai dengan eksisnya beragam otoritas 

pengaturan (governing authorities) yang masing-masing menghendaki 

kepatuhan pada anggota atau warga yang diaturnya.
168

 

Pada masa sebelum kolonialisme atau masa kerajaan secara garis besar 

terdapat tiga sistem hukum, yaitu hukum raja-raja, hukum agama dan hukum 

masyarakat kebanyakan. Ada beberapa perbedaan diantara hukum raja-raja 

dengan hukum masyarakat kebanyakan. Pertama, dari segi bentuk, dan kedua 

dari segi unsur pembentuk. Hukum raja-raja cenderung berbentuk tertulis 
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dalam bentuk kitab atau pepakem. Di Jawa, hukum raja-raja ini disebut 

pradata. Beberapa kitab atau pepakem diantaranya Kitab Negara Kartagama. 

Di Bali ada Kutaramanawa, sementara di Sumatera ada kitab Sumber Tjahaya 

serta di Kalimantan Timur ada kitab Beradjati Nanti.
169

 

Jadi, pada waktu pemerintah kolonial Portugis, Spanyol, Inggris 

maupun Belanda mendatangi Nusantara pada abad ke XVI, XVII, XVIII dan 

XIX, Dia sudah mendapati fakta pluralisme hukum di Nusantara. Seperti kata 

Van Vollenhoven, pada waktu kongsi dagang VOC mendarat di Nusantara 

pada abad ke XVI Dia mendapati otoritas-otoritas pengaturan yang bersifat 

otonom (self-governing authorities) (Holleman 1981). Oleh karena itu 

pemberlakukan hukum kolonial di Nusantara, ketika itu hanya menambah 

daftar sistem hukum yang berlaku. 

Situasi hukum yang plural tidak hilang karena pemerintah Hindia 

Belanda memilih mengatur penduduk prIbumi secara tidak langsung (indirect 

rule). Politik penjajahan yang demikian memungkinkan penduduk lokal tetap 

diatur oleh hukum raja-raja, hukum agama maupun hukum adat/hukum tidak 

tertulis. Kebijakan ini sering juga disebut sebagai kebijakan non-asimilasi.
170

 

yang dibedakan dengan kebijakan pemerintah kolonial Spanyol, Portugis dan 

Prancis. 

Situasi plural hukum di Nusantara ketika itu bahkan diakui dan 

diteguhkan oleh hukum kolonial/hukum negara. Pemerintah Hindia Belanda 

membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan dan masing-

masing golongan diatur oleh hukum masing-masing. Hukum Barat untuk 
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golongan Eropa dan yang dipersamakan dan hukum adat bagi golongan Timur 

Asing dan yang dipersamakan, dan golongan prIbumi.  Hukum yang dimaksud 

dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil, termasuk pengadilan. 

Politik hukum ini, yang oleh sebagian ilmuan dianggap berbasis rasial dan 

menutup golongan prIbumi masuk ke sektor modern, merupakan kulminasi 

dari politik dualisme hukum yang diterapkan oleh Belanda sejak periode VOC. 

Fakta pluralisme hukum di Indonesia terus hidup sampai akhir kolonialisme 

sekalipun pemerintah Hindia Belanda melakukan unifikasi hukum pidana di 

awal abad ke XX dan unifikasi hukum perdata lewat penundukan diri secara 

sukarela dan pemberlakukan sebagian hukum perdata Eropa bagi golongan 

prIbumi.
171

 

Sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki kecenderungan 

memantapkan eksistensi otoritas hukum yang terpusat dan pada saat yang sama 

melemahkan otoritas-otoritas hukum lokal, berbagai rezim pemerintahan di 

Indonesia membuat berbagai peraturan perundangan yang mengembangkan 

faham unifikasi hukum dengan maksud menyediakan kepastian hukum. 

Semangat tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) 1960 dan UU No. 5/1967 tentang Kehutanan.  

UUPA memang ingin mengakhiri dualisme hukum dengan menjadikan 

hukum adat sebagai dasar hukum nasional. Menurut UUPA, pengakhiran atas 

dualisme tersebut ditujukan untuk menyederhanakan hukum pertanahan 

nasional sehingga dapat menyediakan kepastian hukum. Namun, secara 

esensial UUPA sesungguhnya bersikap mendua atau bahkan mengingkari 
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hukum adat. Bisa dikatakan demikian karena hukum adat yang dimaksud oleh 

UUPA adalah hukum adat yang sudah disaring atau dibersihkan dari unsur-

unsur asing. 

Semangat mengupayakan unifikasi hukum dan pada saat yang sama 

memandang sebelah mata hukum adat juga menjangkiti rejim Orde Baru.
172

 

UU No. 5/1967 menganggap dirinya sebagai satu langkah menuju unifikasi 

hukum nasional di bidang kehutanan. Pernyataan ini mengimbas pada 

peraturan pelaksana UU Kehutanan seperti PP No. 21/1970 tentang Hak 

Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan menentukan bahwa 

hukum adat harus ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan 

pengusahaan hutan. 

Adanya unifikasi terhadap kondisi majemuk yang ada di Indonesia 

menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok 

masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, 

sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu 

tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang 

berlaku padanya. 

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan 

pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya 

adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam 

konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum 

adat : Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan 

Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan 
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Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 

Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B 

ayat (2) yang menyatakan: 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Hasil dari semua itu saat ini ada 3 produk hukum yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia yaitu hukum negara, hukum Agama, dan hukum adat, 

karena ketiganya sudah diakui secara kontitusional. Artinya masyarakat 

Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara 3 produk hukum itu. 

Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, peraturan 

telah muncul untuk mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum 

bersama dengan otonomi lokal. Sebagai contoh, banyak perda syari'ah di 

daerah, qanun di Aceh, dan lembaga adat yang diakui untuk menyelesaikan 

sengketa adat.
173

 

Para ahli yang mengikuti perkembangan teori hukum saat ini semakin 

berfokus pada pluralisme hukum, terutama di Indonesia, yang merupakan 

masyarakat plural. Sentralisme hukum yang menganggap masyarakat sebagai 

objek hukum berbeda dengan pluralisme hukum. Masyarakat dianggap sebagai 

subjek pasif yang bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penguasa 

dalam bentuk peraturan. Dalam konsep pluralisme hukum, penguatan 
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masyarakat sipil adalah hal yang paling penting untuk berpartisipasi dalam 

pembentukan sistem hukum yang plural.  

Memang, pluralisme hukum tidak segera menyelesaikan masalah 

masyarakat. Akan tetapi pluralisme hukum membantu praktisi hukum, 

pembentuk hukum negara (legislative), dan masyarakat umum memahami 

bahwa selain hukum negara, ada sistem hukum lain yang sudah ada 

sebelumnya dan sistem-sistem ini berinteraksi dan bahkan berkompetisi satu 

sama lain. 

Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat 

majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang 

dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal 

(monovalue), melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, 

adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, 

dihindari atau dipaksakan dalam satu ―wadah‖ hukum yang dikenal dengan 

hukum sentralistik (legal centralism).
174

 Hukum dalam perspektif legal 

centralistik diusung oleh hukum negara dan memandang sistem hukum saling 

berkompetisi dengan menjadikan paradigma positivistik sehingga pemberi 

penilaian terhadap perilaku manusia sebagai objek hukum.  

Sebaliknya, keragaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui 

cara pandang keragaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai 

bagian identitas masyarakat. Perspektif terakhir ini memposisikan manusia 

sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi satu sama lainnya. 
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Dalam khazanah Islam, pluralisme hukum bukan hal baru, ini 

terkandung dalam konsep rahmatan lil ‟alamin, yang di dukung oleh sejumlah 

ayat al-Qur‘an dan praktek Nabi. Catatan sejarah membuktikan keragaman 

budaya, suku, kasta sosial masyarakat Arab mendapat pengakuan dalam tradisi 

keIslaman, meskipun masih terdapat perbedaan cara pandang dari suku-suku 

atau kabilah-kabilah Arab, namun perbedaan tersebut dapat disatukan dalam 

perjanjian bersama. 

Perjanjian lintas primordial dituangkan dalam sebuah dokumen yang 

dikenal dengan Piagam Madinah. Dokumen ini sebagai bukti diakuinya paham 

pluralisme hukum guna mengakomodir hukum- hukum yang hidup dan masih 

dianut oleh komunitas suku-suku masyarakat Arab.
175

  

Demikian pula di kalangan intenal muslim Anshar dan muslim 

Muhajirin senantiasa mengesampingkan paham primordialisme sebagai cikal 

bakal lahirnya masyarakat Madinah. Padahal sebelumnya kaum Muhajirin dan 

Anshar berasal dari beragam suku atau kabilah sering terjadi pertikaian dan 

selalu menampakkan sikap ―ego‖ sektoral, primordial, teritorial kesukuan, 

kehormatan suku dengan mengandalkan kekuatan fisik. 

Realitas sejarah lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Madinah 

adalah masyarakat plural, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai 

penguasa sekaligus pemimpin warga negara Madinah memberi kebebasan 

kepada warganya melaksanakan sistem nilai yang telah berjalan dan melekat 

pada setiap warga.  
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Keberhasilan nabi menyatukan sejumlah kepentingan suku-suku arab, 

tanpa memarjinalisasikan kepentingan kelompok atau suku tertentu saja, serta 

melahirkan masyarakat berperadaban atau masyarakat ideal menjadi inspirasi 

pemikir barat untuk menggagas kembali peradaban masyarakat modern, yang 

dikenal dengan istilah civil society. 

. Sedangkan terkait dengan adanyanya upaya  kodifikasi dan unifikasi 

hukum Islam di Indonesia merupakan barang baru yang sudah barang tentu 

mengandung dampak positif berupa standarisasi hukum Islam secara seragam 

yang menjadi acuan masyarakat, namun dampak negatif yang tidak bisa 

dihindarkan adalah berkurangnya kebebasan hakim dalam memilih hukum 

Islam yang paling sesuai dengan kasus yang dihadapi. 

Padahal dalam tradisi Islam klasik, hakim yang membuat hukum 

secara bebas dan bertanggung jawab sehingga tradisi hukum Islam lebih 

mirip dengan tradisi Common Law daripada Continental Law kecuali di 

akhir dinasti Usmani yang lebih didominasi oleh sistem hukum Eropa 

Continental. Maka, menggeser paradigma sentralisme hukum Islam di 

Indonesia sangat mungkin dilakukan karena paradigma pluralisme hukum 

Islam merupakan; pertama, paradigma hukum (tashwîb) yang mengakar kuat 

dalam sejarah hukum Islam dan mengapresiasi sistem hukum lain yang juga 

memenuhi standart dan tolok ukur kebenaran;
176

 kedua, sesuai dengan asas 

dan prinsip pembinaan hukum Islam (tasyrî‟) yang memposisikan hukum 
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yang dinamis, fleksibel, dan berwibawa; ketiga, dapat Mendorong terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat dari tereliminasinya cultural gap dan cultural .
177

 

Hasil dari masalah kebijakan yang terjadi selama pemerintahan Hindia 

Belanda untuk membuat hukum yang sesuai dengan masyarakat asli, beberapa 

ahli memutuskan untuk mencari formulasi hukum yang sesuai untuk 

masyarakat asli. Ini memicu berbagai percakapan tentang hukum adat dan 

Islam, baik secara lisan maupun tertulis.  

Diperkirakan bahwa diskusi para ahli ini berpusat pada pertanyaan 

mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diterapkan pada 

masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat dari para 

ahli hukum, baik dari Belanda maupun Indonesia.  

Beberapa melihat masalah dari perspektif konflik (hukum adat dan 

hukum Islam terus bertarung), dan ada juga yang percaya bahwa anak-anak 

yang dilahirkan dari istri di luar marga akan tinggal bersama dengan mereka. 

Pada tahap keempat, sebagai orang tua, manusia sudah menyadari bahwa anak 

biologis yang dilahirkan dari perkawinan kedua mempelai pria dan wanita—

baik dalam perkawinan exogami maupun endogami. Jadi, jika seorang anak 

sudah mengenal ayah dan ibunya, dia pasti akan tinggal bersama kedua orang 

tuanya.  

Sangat kuatnya posisi hukum adat dan hukum Islam terhadap 

masyarakat Nusantara menyebabkan perdebatan yang cukup menghibur di 

kalangan akademisi Indonesia. Tidak hanya itu yang terlihat, tetapi yang 

paling penting adalah kemampuan untuk memulai pembicaraan yang 

                                                           
177

 Nurul Huda, ―Menggeser Paradigma Positifme Hukum Isam Menuju Pluralisme Hukum 

Islam‖, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 2, hlm. 134-146. 



 

123 

  

berkelanjutan untuk generasi berikutnya di bangsa ini. Ratno menyatakan 

bahwa Marooned, Reffles, Crawford, dan Muntinghe, pendiri pemerintahan 

VOC, memulai studi hukum adat.
178

 

Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang 

semakin kencang dihebuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, mendorong 

munculnya berbagai diskusi dan spekulasi para ahli hukum mengenai ―hukum 

apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat prIbumi‖, diskusi para ahli 

ini dipercaya berkisar pada dominasi antara hukum Adat dan hukum Islam. 

Diskusi pertama diawali dengan teori Receptie in Complexu yang 

diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg, Ia seorang ahli 

hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori 

ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, 

walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan. 

Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyatakaan yang mengatakan 

hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang 

diperkuat dengan adanya Regeering Reglement, dan Compendium freijer tahun 

1706    tentang    hukum    perkawinan    dan kewarisan Islam.
179

 

Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat prIbumi yang beragama 

Islam diberlakukan hukum Islam. Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg 

berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa 

kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum 

Islam sudah ditermia secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini 

mengatakan hukum Islam berlaku seutuhnya bagi umat Islam, karena hukum 
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adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.
11

  

Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku 

sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat 

penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku 

pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya 

Regeering Reglement, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam 

Compendium freijer tahun 1706.
12 

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum Islam 

dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana 

asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje. Ketika Hurgronje menetap 

dan mengamati prilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum Islam 

yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum 

Islam.
180

 Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum Islam bisa 

diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini 

kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan  sebagai teori 

Receptie. 

 
Munculnya teori Receptie yang diperkenalkan oleh Christian Snouck 

Hurgronje,
 
kemudian dikembangkan oleh C.Van Vollenhoven dan Ter Haar di 

atas, bertujuan untuk mengkritisi atas teori Receptie in Complexsu-nya Van 

den Berg. Snouck Hurgronje sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah 

Hindia Belanda tentang soal- soal Islam dan anak negeri tahun 1898. Ia pernah 

belajar ke Makkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur, 

Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya 
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De Atjehers dan De Gojoand.  

Inti dari teori Snouck ini bahwa bagi masyarakat prIbumi pada 

dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma- 

norma hukum Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat. 

Setelah kemerdekaan Indonesia, teori Receptie-nya Snouck ini ditelaah 

kembali kebenarannya oleh Hazairin. Hazairin menyimpulkan bahwa tidak 

benar Hukum Islam itu bergantung kepada hukum Adat, karena hukum Islam 

itu adalah mandiri. Sehubungan dengan ini, Hazairin memperkenalkan teori 

Receptie Exit, teori ini bertujuan untuk membantah teori Receptie Snouck di 

atas. 

 Hazairin berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang 

independen dan tidak terpengaruh oleh hukum lain. Pandangan Hazairin 

selaras dengan Van den Berg, yang ingin hukum Islam diterapkan sepenuhnya 

kepada penduduk Islam. Beberapa tahun kemudian, murid Hazairin, Sayuti 

Thalib, mengembangkan teori Hazairin, "Reseptie a Contrario", yang 

menyatakan bahwa teori Receptie yang diperkenalkan oleh Snouck adalah atau 

sebagai teori Iblis.
181

 Inti dari teori Sayuti adalah bahwa hukum Islam berlaku 

bagi orang Islam jika sesuai dengan prinsip, moral, dan etika umat Islam. 

Hukum adat hanya berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.  

Berdasarkan penjelasan di atas, sentralisme hukum, atau sentralisme 

hukum, secara umum bertentangan dengan pluralitas hokum di Indonesia. 

Sentralisme hukum adalah ideologi yang berpendapat bahwa hukum negara 

(state law) harus diterapkan sebagai satu-satunya hukum bagi semua orang. Ini 
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mengabaikan sistem hukum lain, seperti hukum agama dan kebiasaan, serta 

semua mekanisme pengaturan lokal yang terjadi secara empiris dalam 

kehidupan masyarakat.  

Griffiths menegaskan dalam konteks ini bahwa sentralisme hukum 

sering mengabaikan variasi sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk 

norma—norma hukum lokal yang dianut dan dipatuhi oleh orang-orang di 

masyarakat, bahkan sering lebih dianut dan dipatuhi daripada hukum negara. 

Akibatnya, tidak masuk akal untuk menerapkan sentralisme hukum di 

lingkungan dengan kemajemukan sosial dan budaya. 
182

 

 Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths di atas pada 

dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem - 

sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (state law) 

dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan sistem hukum agama (religious 

law) dalam suatu kelompok masyarakat, Dalam kaitan ini, Tamanaha memberi 

komentar kritis terhadap konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung 

terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem - 

sistem hukum yang lain, seperti berikut: 

1. Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (strong legal pluralism) dan 

pluralisme yang lemah (weak legal pluralism). Pluralisme yang lemah 

merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism), karena 

dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui adanya sistem - 

sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai 
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superior, dan sementara itu sistem - sistem hukum yang lain bersifat inferior 

dalam hirarkhi sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan 

pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) adalah konsep 

pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah 

kolonial dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama 

(religious law) yang berlangsung di negara-negara jajahan. 

2. Sedangkan, pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya 

kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang 

dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang 

menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum 

yang lain. Untuk ini, teori Living Law dari Eugene Ehrlich yang 

menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan - aturan hukum yang 

hidup dari tatanan normatif yang biasanya dikontraskan atau di- 

pertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori 

pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism). 

3. Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah 

teori Semi-autonomous Social Field yang diintroduksi Moore  mengenai 

kapasitas kelompok - kelompok sosial (socialfield) dalam menciptakan 

mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self- regulation) dengan disertai 

kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya. Karena itu, Griffiths kemudian 

Mengangkat pengertian pluralisme hukum dari Moore. Sementara itu, 

hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum Griffiths kemudian 

menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau 

hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem 
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normatif yang berupa mekanisme-makanisme pengaturan sendiri seperti 

yang diintroduksi Moore yaitu: Law is the self regulation of a 'semi-

autonomous social field'.
183

 

 Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralism hukum tidak lagi 

mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu 

sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious 

law) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme 

hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem 

hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum 

dalam masyarakat. 

C. Sistem Hukum Indonesia 

Secara historis, sistem hukum didefinisikan sebagai sekumpulan 

pendapat yang kuat tentang makna hukum, aturan masyarakat, ideologi 

politik, dan penyelenggaraan sistem hukum.
184

  

Menurut Dictonary Hukum Hitam, sistem hukum terdiri dari: (1) 

Undang-undang, baik tulisan maupun lisan; (2) Legislasi utama, statute, 

dan undang-undang; diizinkan oleh badan legislatif utama; (3) Undang-

undang subsidiary, yang ditetapkan oleh badan legislatif utama; (4) Praktik 

tradisional yang diakui oleh pengadilan; dan (5) Kode Hukum sipil, umum, 

Roman, atau lainnya sebagai sumber dari prinsip atau praktik tersebut. 
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Namun, Peter de Cruz menggambarkan sistem hukum sebagai kumpulan 

undang-undang, proses, dan aturan.
185

 

Dalam arti luas, sistem hukum didefinisikan sebagai filsafat 

yurisdiksi dan metode yang sama yang digunakan oleh sejumlah negara 

yang biasanya memiliki sistem hukum yang sama. Sistem ini 

menggambarkan sebuah keluarga hukum induk, seperti hukum civil, 

common, adat, sosialisme, dan hukum Islam. Meskipun pemikiran kritis 

tentang sistem hukum telah digunakan dalam berbagai cara, pengamat 

hukum tidak setuju tentang apakah gagasan ini hanya heuristik, mendasar, 

dan ilmiah atau kurang berguna secara teoritis dan deskriptif. Tidak ada 

standar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ide ini, bahkan 

ketika digunakan. Misalnya, Glasson dan Sarfat berkonsentrasi pada awal 

sebuah sistem sebagai fitur yang membedakan atau mengidentifikasikan, 

sementara Zweigert dan Kotz hanya berfokus pada yuristk. Selain itu, 

belum ada kesepakatan mengenai bagaimana sistem hukum yang berbeda 

dikategorikan.
186

 

Dalam bukunya yang berjudul The Civil Law Tradition: An 

Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America, 

John Henry Merrymann membagi tradisi hukum ke dalam tiga kategori 

utama: tradisi hukum adat (common law), tradisi hukum sipil (civil law), 

dan tradisi hukum sosialis. Selain itu, Peter de Cruz membagi tradisi 

hukum dalam beberapa kategori, melipu Meskipun demikian, hanya dua 

kategori utama tradisi hukum yang dianut oleh negara-negara modern: 
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tradisi hukum eropa kontemporer (hukum sipil, termasuk hukum sosial) 

dan tradisi hukum umum (hukum Anglo Saxon, hukum Anglo Amerika, 

adat, dan hukum Islam). Negara Indonesia juga memiliki sistem hukum, 

seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Sangat menarik bahwa Indonesia menganut berbagai sistem 

hukum, termasuk sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem 

hukum civil, yang masing-masing berkembang dan berkembang dalam 

kehidupan bangsa dan masyarakatnya.
187

 

Selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, sistem hukum 

civil yang didasarkan pada "hukum tertulis" telah dibangun, dan produk-

produk hukum kontemporer masih dipengaruhi olehnya. Meskipun era 

kolonial berakhir tujuh puluh dua tahun yang lalu, beberapa produk hukum 

civil kolonial Belanda masih berlaku dan dapat dilihat hingga hari ini. Di 

bidang perdata, Burgerlijke Wetboek (BW), atau Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, dan Wetboek van Kopenhandel (WvK), atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang, masih berlaku sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dalam bidang pidana 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).  

Namun, Reglement Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement 

voor de Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Burgerlijke 

Rechtsvordering (RR) masih berlaku dan belum diubah.
188
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Selain itu, hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan 

berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat 

mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini 

sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum 

akan menghadapi kendala tetapi cukup efsien untuk masyarakat setempat 

yang memberlakukannya.
189

  

Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang 

patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van 

Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum 

adat, mengklasifkasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, 

Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumaetra 

Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), 

Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), 

Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara 

dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa 

Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). Sementara itu, menurut Gerzt orang 

Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 

250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.
190

 

Menariknya, Hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di 

Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam 

yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang pentng dan 

berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan 

perundang-undangan yang bernafaskan Syari‘ah Islam sepert dalam 
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UU.
191

Di dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia merupakan 

peninggalan dari kolonial Belanda (Eropa Kontnental/civil law) yang 

pernah menguasai Indonesia lebih dari 350 tahun, sehingga sistem hukum 

Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi.
192

 

Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda ini juga 

mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya 

mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum civil 

tersebut.
193

 

Sedangkan karakteristk utama hukum civil adalah dengan adanya 

kodifkasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab 

(code).  Indonesia sendiri telah menundukan dirinya untuk menganut 

sistem hukum civil, sehingga prinsip utamanya adalah mempositpkan 

hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-

undang. Hukum yang tdak tertulis tdak diakui sebagai hukum begitu juga 

peraturan-peraturan yang dIbuat selain oleh negara juga tdak disebut 

sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Namun, sistem 

hukum civil ini dalam prakteknya memiliki banyak kelemahan karena 

sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tdak feksibel dalam mengikut 

perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan stats. 

Penormaan dalam bentuk aturan tertulis dapat dikatakan 

merupakan bentuk pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau 

pembatasan dalam kontek materi dan dinamis atau pembatasan dalam 
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dimensi waktu. Oleh karena itu, value consciousness masyarakat ke dalam 

undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertnggalan substansi 

undang-undang.
194

 Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan 

barat yang di adopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, sepert 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 

dengan demikian fenomena legal gab atau keterpisahan nilai-nilai 

masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan 

merupakan persoalan yang mendasar dan secara substansif hukum 

Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk 

dihindari.
195

 

Sistem Hukum civil juga menjadikan para hakim sebagai corong 

undang-undang sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, artinya hakim 

hanya menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis di dalam 

undangundang. Sistem Hukum civil ini mengikut flsafat positvisme hukum 

yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastan hukum 

bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena flsafat positvisme 

mengutamakan halhal yang sifatnya jelas dan past (positf) di atas segalanya 

dengan beragomentasi bahwa hanya.
196

 

Sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran 

kebenaran. Dengan demikian, dalam kultur sistem hukum civil, hukum 

identk dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, 
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nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu civil law system 

tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat. Legal gap yang ada di masyarakat dapat diatasi dengan 

menggunakan sistem hukum yang tdak tertulis. Di Indonesia, terdapat dua 

sistem hukum yang tdak tertulis, yakni sistem hukum adat dan sistem 

hukum Islam. 

Esin Orucu dalam tulisannya yang berjudul What is a Mixed Legal 

System: Exlusion or Expansion berpandangan bahwa tdak terdapat negara 

yang murni menganut sistem civil law maupun common law. b Oleh karena 

itu, perpaduan antara dua sistem hukum atau lebih tdak dapat dihindarkan 

di negara hukum modern saat ini. Orucu menjelaskan lebih lanjut bahwa 

beberapa sistem hukum dapat saling bercampur karena relasi internasional 

dan menciptakan pengaruh signifkan pada sistem hukum di tiap-tiap 

negara. c. Percampuran sistem hukum (mixed legal system) ini merupakan 

perkembangan dan klasifkasi klasik dari suatu sistem hukum. Terdapat 

beberapa contoh percampuran.
197

 

Sistem hukum dan menyebutkan percampuran sederhana (simple 

mixes) antara sistem hukum civil law dan common law serta percampuran 

kompleks (complex mixes) antara kedua sistem hukum tersebut dengan 

hukum agama atau hukum adat. Di Indonesia, kehadiran sistem hukum 

Islam dan hukum adat dapat mengatasi ketersenjangan dari dianutnya 

sistem hukum civil. 
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Hukum Islam dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum di 

Indonesia a. Legal Historis Pengakuan Hukum Islam di Indonesia Sejak 

masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris 

hukum Islam merupakan hukum yang hidup (the living law) dalam 

masyarakat Indonesia. Dalam catatan dari J.C. Van Leur, masuknya Islam 

ke Indonesia yang pada saat itu masih disebut sebagai ―nusantara‖ dimulai 

pada abad ke-7 (tujuh) Masehi. Artnya, penerimaan hukum Islam oleh 

masyarakat terjadi pada fase awal lahirnya Islam di Jazirah Arab hingga 

masuknya kolonial Belanda. Meskipun demikian, penerimaan hukum Islam 

sebagai hukum yang hidup di masyarakat mengalami tantangan sejak 

masuknya Belanda.
198

 

Pada masa pemerintahan VOC (Vereenigde Oost Indische 

Compagnie), diberlakukan aturan bahwa semua daerah dibawah kekuasaan 

VOC harus menggunakan hukum Belanda. Akan tetapi karena masyarakat 

lebih memilih menggunakan hukum Islam, maka pemerintah VOC 

memperbolehkan masyarakat menggunakan hukum Islam dalam 

menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kemudian pada tahun 1760, 

pemerintah VOC melalui D.W. Freijer membuat Compedium Freijer yang 

dijadikan rujukan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat 

Islam di daerah yang dikuasai oleh VOC. Pasca pemerintahan VOC, 

tantangan lain datang dari upaya paksaan untuk ―mengkerdilkan‖ hukum 

Islam secara normatf oleh pemerintah Hindia-belanda melalui Staatsblad 

1937 Nomor 116.  
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Menurut Yahya Harahap, aturan ini merupakan hasil rekomendasi 

Ter Haar yang berisi antara lain: (1) Hukum waris Islam belum sepenuhnya 

diterima oleh masyarakat; (2) Mencabut wewenang Peradilan Agama 

(Raad Agama) untuk perkara waris dan dialihkan kepada Landraat; (3) 

Peradilan Agama (Raad Agama) dibawah pengawasan Landraat; dan (4) 

Putusan Peradilan Agama tdak dapat dilaksanakan tanpa executoir 

verklaring dari ketua Landraat. Jauh sebelum lahirnya Staatsblad 1937 

Nomor 116, Hukum Islam sebenarnya sudah diimplementasikan dan 

dikembangkan oleh masyarakat dalam suatu peradilan agama. 

Peradilan agama secara formal telah ada sejak masa kesultanan dan 

kerajaan-kerajaan Islam. di Indonesia, misalnya peradilan penghulu di 

Jawa, Mahkamah Syari‘ah di Kesultaan Islam di Sumatera, serta adanya 

Peradilan Qadli di Kesultanan Banjar dan Pontanak.
199

 Pada tahun 1937, 

dikeluarkan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur tentang 

Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk wilayah Kalimantan 

Selatan. Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar memiliki kewenangan 

selayaknya Peradilan Agama yang ada di Jawa dan Madura. 

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116, Peradilan Agama 

memiliki batas kekuasaan, antara lain: 1. Perselisihan antara suami-isteri 

yang beragama Islam; 2. Perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian 

bagi orang yang beragama Islam dan memerlukan perantara hakim 

beragama Islam; 3. Memberikan keputusan tentang perceraian; 4. 

Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik 

                                                           
199

 . Hamid Fahmy Zarkasyi, Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan, 

Bandung: Pustaka, 2008, hlm. 32–35 



 

137 

  

talak) sudah tdak ada; 5. Masalah tentang mahar; 6. Masalah tentang 

kebutuhan hidup isteri yang wajib diberikan oleh suami. Penerimaan 

Hukum Islam secara normatf dan otoritatf dimulai sejak berlakunya UUD 

1945. 

Menurut Ismail Sunny, berlakunya UUD 1945 dan Pancasila 

sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam 

Jakarta, menjadikan teori recepte (teori konfik) yang dikembangkan oleh 

Snouck Hurgronje kehilangan dasar hukumnya dan tdak berlaku. 

Sebaliknya, Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konsttusional 

dalam Pasal 29 UUD 1945.  

Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber 

persuasif. Penerimaan Hukum Islam semakin besar pasca berlakunya 

otonomi daerah, dimana daerah mulai berlomba untuk mengatur sendiri 

segala urusan daerahnya masingmasing. Pemerintah daerah mengambil 

peluang ini untuk kemudian membentuk Peraturan Daerah berlandaskan 

ciri khas daerahnya.
200

 

Banyak daerah terutama masyarakat yang menginginkan peraturan-

peraturan daerah yang bernuansa Islam berlandaskan prinsip Syari‘ah 

sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakatnya. 

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang menginginkan 

peraturan bernuansa syari'ah. Ini dicapai melalui Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan 

kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan: a) kehidupan beragama 
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dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan 

tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b) penyelenggaraan 

kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.  

Selain Qanun di Provinsi Aceh, juga didirikan beberapa lembaga negara 

dan lembaga lain yang berbasis agama Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia. 

Lembaga lain, seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, 

juga didirikan. Majelis Ulama Indonesia pertama kali dibentuk adalah Majelis 

Ulama Jawa Barat pada tahun 1958.
201

 Pada tahun 1962, didirikan Majelis Ulama 

pusat, yang kemudian diikuti oleh beberapa Majelis Ulama di tingkat provinsi. 

Pada tahun 1975, Majelis Ulama baru dibentuk dengan nama Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 

Bahkan, Majelis Ulama Indonesia memainkan peran penting dalam 

memastikan kerukunan umat beragama melalui keputusan mereka. b. 

Pengaruh Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah 

satu produk peraturan perundang-undangan yang secara jelas 

mengakomodir nilai-nilai agama. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan 

tersebut menetapkan agama sebagai penentu sahnya perkawinan, sehingga 

perkawinan di Indonesia dianggap sebagai perkawinan agama. Oleh karena 

itu, rumusan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut memiliki konsekuensi logis 

bahwa semua warga Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih sangat 

memengaruhi kehidupan nasional dan negara Indonesia.  

Selain itu, peraturan yang berkaitan dengan zakat merupakan bukti 

tambahan tentang kehadiran hukum Islam dalam kehidupan nasional dan 
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internasional Indonesia. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 

A/VII/17367 tahun 1951 menetapkan peraturan pertama tentang zakat. 

Surat edaran ini melanjutkan ordonansi Belanda yang menyatakan bahwa 

negara hanya akan mengawasi dan tidak akan terlibat dalam pemungutan 

dan pembagian zakat.
202

 

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang 

Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dikeluarkan pada 

tahun 1991. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 juga dikeluarkan 

pada tahun 1998. Saat ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji adalah salah satu bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia, 

selain zakat dan perkawinan. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2008, kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah 

haji adalah tanggung jawab nasional dan pemerintah bertanggung jawab 

untuk melakukannya.
203

 

Salah satu bentuk penerapan hukum Islam dalam sistem hukum 

nasional adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

yang mengandung beberapa hal baru dan penting, seperti masalah nazhir, 

maiquf bih (harta benda yang diwakafan), mauquf "alaih (peruntukan harta 

wakaf), dan kebutuhan untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia. 
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Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, Badan Wakaf Indonesia diizinkan untuk bekerja sama dengan 

pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, ahli, badan 

internasional, dan pihak lain jika diperlukan. Menariknya, aturan hukum 

Islam juga dikodifikasi atau dibukukan dalam KHI).
204

  

Salah satu topik yang dibahas dalam Buku Kedua dari Kompilasi 

Hukum Islam adalah masalah waris. Buku ini didasarkan pada ilmu 

Faraidl, yaitu pengetahuan tentang aturan Islam tentang cara pembagian 

kekayaan. KHI terdiri dari tiga buku: Buku I mengenai Perkawinan, Buku 

II mengenai Kewarisan, dan Buku III mengenai Perwakafan. 3. Kedudukan 

dan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia: Menurut 

Mason C. Hoadley dalam The Leiden Legacy: Concepts of Law in 

Indonesia (Review), keberadaan hukum adat sebagai hukum hidup di 

Indonesia semakin termarginalkan.
205

 

Hukum adat, yang pada awalnya berfungsi sebagai hukum yang 

bertahan dan berkembang serta mampu menyelesaikan berbagai masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, semakin hilang dari kehidupan 

masyarakat. Saat ini, dengan melihat fakta empiris masyarakat, kita dapat 

melihat banyak masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia, 

terutama ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Sebagai 

contoh, hak-hak masyarakat tradisional diancam oleh hak-hak investor 

melalui hukum negara. 
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Semakin berkembangnya sistem hukum Indonesia, yang cenderung 

mengikuti model hukum politik dan hukum civil negara-negara Barat, 

menyebabkan kodifkasi dan unifkasi hukum. Akibatnya, hukum adat dan 

pranata-pranatanya semakin hilang. Hukuman adat dianggap terlalu kuno, 

tradisional, dan ketinggalan zaman sehingga tidak dapat mengikuti 

perkembangan zaman modern, sehingga semakin jarang digunakan sebagai 

salah satu sumber hukum di Indonesia. Dampak politik hukum Indonesia 

ini terlihat dalam pemecahan masalah di masyarakat yang sering 

mengabaikan hukum adat dan mengutamakan hukum negara. Sebenarnya, 

ini lebih penting daripada menggunakan undang-undang negara. Untuk 

menyelesaikan banyak konflik horizontal antara masyarakat adat di satu 

wilayah, lembaga penyelesaian masyarakat adat harus bekerja sama. 

Perspektif yang berbeda tentang cara masyarakat menguasai tanah 

berdasarkan hak ulayat dibandingkan dengan kepentingan umum yang 

merupakan tanggung jawab negara adalah masalah penting yang muncul 

setiap hari. Gagasan bahwa dasar patut dipidananya suatu tindakan meluas 

ke ranah nilai hukum adat merupakan contoh lain. Namun, dari perspektif 

historis, hukum Indonesia telah menunjukkan bahwa banyak para ahli 

hukum—khususnya dari negara Barat—tertarik untuk mempelajari hukum 

adat, yang telah ada di masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. 

Misalnya, Snouck Hurgronje, sarjana pertama yang menyelidiki hukum 

Indonesia, menulis buku yang disebut De Atjehers, di mana dia 

menggunakan istilah "hukum adat" untuk menamakan satu sistem 

pengendalian sosial (sosial control) yang ada di Indonesia. Cornelis van 
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Vollenhoven menjadi pakar hukum adat Hindia Belanda setelah 

mengembangkan teori Snouck Hurgronje. 

Hukum Adat mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, jadi 

sebagian pranata hukum Adat masih relevan untuk membentuk sistem 

hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak dapat dipertahankan akan hilang 

seiring berjalannya waktu karena hukum adat dapat berubah dan berubah. 

Von Savigny, sebagaimana dikutip oleh Soepomo, menyatakan bahwa 

Hukum Adat adalah hukum yang hidup karena merupakan representasi 

langsung dari perasaan hukum rakyat. Hukum adat tumbuh dan 

berkembang seperti kehidupan.
206

 

Sependapat dengan Savigny, van Vollenhoven menyatakan bahwa 

hukum adat menunjukkan evolusi, bukan tradisi. Selanjutnya, Vollenhoven 

menyatakan bahwa hukum adat diciptakan oleh keputusan-keputusan adat 

dan berkembang terus. Suatu undang-undang pasti akan ditolak jika 

bertentangan dengan prinsip dan kebiasaan masyarakat. Hukum adat adalah 

hukum hidup masyarakat Indonesia. Jika undang-undang memerintahkan, 

hakim juga dapat menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum 

mereka.
207

 

Hukum adat adalah hukum yang tidak dikodifikasi di Indonesia dan 

negara-negara Timur (seperti Tionghoa dan Arab). Sementara itu, 

mengevaluasi kedudukan hukum adat dalam sistem hukum memerlukan 

perhatian pada disiplin ilmu hukum yang disebut sosiologi hukum oleh 

Eugen Ehrlich. Hukum yang baik dan efektif, menurut Ehrlich, adalah 
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hukum yang sesuai dengan hukum hidup masyarakat dan mencerminkan 

nilai-nilainya. Menurut Ehrlich, orang yang membuat undang-undang harus 

memperhatikan apa yang ada dalam masyarakat saat mereka membuat 

undang-undang.
208

 

Sudah jelas dan tidak dapat disangkal bahwa hukum adat yang diterapkan 

di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. 

Akibatnya, agar hukum adat dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, 

anggota legislatif Aceh harus mampu menggali dan menampung kesadaran hukum 

yang ada dalam masyarakat. Untuk menjaga ketertban dan kerukunan hidup 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang telah ditetapkan dalam undang-

undang dan hukum dapat digunakan sebagai dasar. b. Sulitnya Pengakuan Hukum 

Adat sebagai Hukum Asli Indonesia: Pasal 131, ayat (6) Konstitusi Eropa 

menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa 

Indonesia.‖.
209

 

Dalam pasal tersebut, hukum Bangsa Indonesia menerapkan hukum 

adat. Pasal 131 ayat (6) memberikan perlindungan hukum terhadap 

pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan 

pengakuan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi bangsa 

Indonesia. Akibatnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada dua 

sistem hukum yang berlaku: sistem hukum Belanda untuk orang Eropah, 

Timur Asing, dan Indonesia, yang masing-masing tunduk pada hukum 

adat. 
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Setelah kemerdekaan, hanya Penjelasan Umum UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa "Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang 

tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga 

hukum dasar yang tdak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang muncul dan 

terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak 

tertulis.
210

  

Selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, sistem hukum 

civil dibangun berdasarkan "hukum tertulis". Produk hukum kontemporer 

masih dipengaruhi oleh sistem ini. Meskipun era kolonial Belanda telah 

berakhir tujuh puluh dua tahun yang lalu, beberapa produk hukum civil 

kolonial masih dapat dilihat dan digunakan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1947, Burgerlijke Wetboek (BW), atau Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Kopenhandel (WvK), atau 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetap berfungsi sebagai referensi 

dalam bidang hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Namun, Reglement Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de 

Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering 

(RR) tetap berlaku dan belum diubah.
211

 

Sistem hukum civil yang didasarkan pada "hukum tertulis" 

dibangun selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sistem ini 

masih memengaruhi produk hukum modern. Meskipun periode kolonial 

Belanda telah berakhir 72 tahun yang lalu, beberapa produk hukum civil 

kolonial masih dapat dilihat dan digunakan hingga saat ini. Menurut 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, Burgerlijke Wetboek (BW), atau 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Kopenhandel 

(WvK), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, masih berfungsi 

sebagai referensi dalam bidang pidana (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana). Tetapi Reglement Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement 

voor de Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Burgerlijke 

Rechtsvordering (RR) masih berlaku dan belum diubah.
212

 

Mahkamah Konsttusi, dalam putusan tersebut, menentukan empat 

syarat konsttusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945, antara lain: (1) masih hidup; (2) sesuai dengan 

perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip negara Kesatuan 

Republik Indonesia; (4) diatur dalam undang-undang. Bahkan, apabila 

syarat ini tdak terpenuhi, masyarakat adat tdak dapat menjadi pihak 

berperkara di Mahkamah Konsttusi karena dianggap tdak memiliki legal 

standing.  

Dalam pertmbangan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tersebut, 

Mahkamah Konsttusi menegaskan bahwa“…pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak atau sebagai subjek 

hukum merupakan hak fundamental. Hal pentng dan fundamental tersebut 

adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konsttusional diakui dan 

dihormat sebagai penyandang hak yang demikian tentunya dapat pula 

dibebani hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka 

masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatan sebagaimana subjek 
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hukum yang lain ketka hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam 

rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.” Ketentuan Pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 ini.
213
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif-lapangan, yakni penelitian lapangan yang prosedur penelitiannya 

menggunakan data yang diperoleh dari lapangan untuk dijabarkan secara 

deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati.
214

 

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data-data di lapangan berupa sebab, 

motivasi, tujuan orang tua angkat melakukan praktik pengangkatan anak di dalam 

masyarakat Kampar dan pemenuhan kebutuhan kehidupan anak angkat tersebut 

setelah Dia diangkat sebagai anak di dalam masyarakat Kampar yang kemudian 

data-data lapanga tersebut dideskripsikan ke dalam penelitian.  

Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa 

adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

keadaan saat ini. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam 

studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan ―apa adanya‖ 

berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.
215

 

Dalam konteks penelitian ini, yang hendak dideskripsikan adalah bagaimana 

praktik pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Kampar, kemudian 

mendeskripsikan bagaimana pluralism hukum memandang hal tersebut. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu 

pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan 

proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.
216

 Adapun pendekatan 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang 

menguasai hidupnya itu.
217

 Dalam hal ini, penelitian ini akan berupaya 

memahami praktik pengangkatan anak yang berkembang di dalam masyarakat 

Kampar. 

2. Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data 

sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer 

atau data lapangan yang hubungannya dikaitkan dengan norma-norma hukum 

yang berlaku.
218

 Dalam konteks penelitian ini, praktik pengangkatan anak yang 

terjadi dan yang berlaku di dalam masyarakat Kampar dikaitkan dengan teori 

hukum yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yakni hukum Islam, 

negera atau nasional, dan adat. 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten 

Kampar. Kabupaten Kampar dipilih menjadi lokasi objek penelitian dikarenakan 

mudah dijangkau dan kasus pengangkatan anak juga dapat ditemukan di sana. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.
219

 

Sementara objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan 

penelitian
220

. Subjek penelitian dalam disertasi ini adalah individu dan institusi 

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik pengangkatan 

anak di masyarakat Kampar, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman empiris 

terkait penerapan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Adapun subjek 

penelitian meliputi: 

1. Masyarakat Kampar yang melakukan pengangkatan anak, khususnya 

orang tua angkat dan orang tua kandung, sebagai pelaku utama yang 

menjalankan praktik pengangkatan anak dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan nilai-nilai adat, agama, dan hukum formal. 

2. Tokoh adat Kampar, seperti ninik mamak atau pemangku adat, yang 

berperan dalam menentukan tata cara, legitimasi sosial, dan penerimaan anak 

angkat dalam struktur kekerabatan adat Kampar. 

3. Aparatur atau pejabat lembaga negara yang terkait, antara lain pejabat 

Pengadilan Agama, dan/atau Dinas Sosial, yang menjalankan fungsi 

administratif dan yuridis dalam pengangkatan anak menurut hukum negara. 

Subjek-subjek tersebut dipilih secara purposif karena memiliki otoritas, 

pengalaman, dan pengetahuan yang relevan untuk menggambarkan secara 

komprehensif praktik pengangkatan anak dalam konteks pluralisme hukum di 

masyarakat Kampar. 

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu secara 
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sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan relevansi dengan fokus 

penelitian. Teknik purposive dipilih karena penelitian bersifat kualitatif dan 

menekankan kedalaman dan kekayaan data, bukan generalisasi statistik.
221

 

Sedangkan objek penelitian dalam disertasi ini adalah fenomena hukum 

berupa praktik pengangkatan anak yang berlangsung di masyarakat Kampar, 

dengan penekanan pada keberlakuan dan interaksi berbagai sistem hukum yang 

hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Secara lebih rinci, objek penelitian 

mencakup: 

1. Praktik pengangkatan anak dalam kehidupan sosial masyarakat Kampar, 

termasuk proses, tata cara, dan alasan dilakukannya pengangkatan anak baik 

secara adat, agama, maupun melalui mekanisme hukum negara. 

2. Penerapan hukum adat Kampar, hukum Islam, dan hukum negara dalam 

praktik pengangkatan anak, serta pola hubungan, koeksistensi, dan potensi 

ketegangan di antara ketiga sistem hukum tersebut. 

3. Implikasi dan akibat hukum dari pengangkatan anak, khususnya yang 

berkaitan dengan: 

a. Status hukum anak angkat dalam keluarga dan masyarakat 

b. Hubungan nasab dan kekerabatan 

c. Kedudukan wali dan tanggung jawab orang tua angkat 

d. Pengaturan hak waris dan perlindungan hak anak 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau 
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keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni 

yang berkaitan dengan penelitian.
222

 Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, 

yaitu dari individu atau pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau 

keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti.
223

 Dalam konteks 

penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

orang tua angkat, orang tua kandung, tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur 

negara, serta melalui observasi partisipatif terhadap praktik pengangkatan anak 

di lapangan.
224

 Data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan 

informasi real-time, autentik, dan mendalam mengenai praktik hukum yang 

hidup di masyarakat, termasuk persepsi, sikap, dan pengalaman subjektif para 

pelaku. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau literatur yang 

sudah ada, baik berupa dokumen resmi, aturan hukum, catatan administrasi, 

maupun hasil penelitian sebelumnya.
225

 Dalam penelitian ini, data sekunder 

meliputi dokumen hukum negara (misalnya Undang-Undang Perlindungan 

Anak, akta pengangkatan anak), dokumen hukum Islam (Kompilasi Hukum 

Islam, fatwa), dokumen hukum adat Kampar, serta literatur akademik terkait 

pluralisme hukum dan pengangkatan anak. Data sekunder digunakan untuk 

memperkuat analisis, memverifikasi informasi dari sumber primer, dan 
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menyediakan kerangka normatif serta historis terkait praktik pengangkatan 

anak. 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan informasi dari sumber data, baik berupa individu, dokumen, 

maupun fenomena sosial yang diteliti.
226

 Teknik ini berfungsi untuk memastikan 

bahwa data yang diperoleh akurat, relevan, dan mendalam, sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data mencakup: 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh informasi 

langsung dari subjek penelitian mengenai praktik pengangkatan anak dan 

interaksi hukum plural. 

2. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik 

pengangkatan anak di masyarakat untuk memahami proses, interaksi sosial, 

dan simbol yang terlibat. 

a. Digunakan untuk mencatat proses pengangkatan anak secara langsung, 

termasuk interaksi antar pihak, simbol adat, tahapan upacara, dan prosedur 

administrasi. 

b. Observasi dicatat secara naratif dan tematik agar mudah dianalisis.  

3. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi, peraturan 

hukum, naskah adat, dan literatur akademik untuk memperkuat data primer dan 

memberikan konteks normatif.
227

 

Dokumen resmi, naskah adat, peraturan hukum, dan literatur 

akademik dicatat dan dikategorikan sesuai tema penelitian, sehingga 
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memudahkan proses triangulasi data. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data 

lapangan, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-

analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku 

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian 

didekripsikan secara tertulis.
228

  

Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti 

dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang 

lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.
229

 deskriptif analitik 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan 

peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.
230

 

Dengan demikian, data tentang praktik pengangkatan anak dalam 

masyarakat Kampar tersebut dipaparkan dan dideskripsikan apa saja yang menjadi 

motivasi, tujuan, dan alasan orang tua angkat di Kampar melakukan praktik 

pengangkatan anak, kemudian bagaimana anak yang diangkat tersebut 

diperlakukan di dalam kehidupan rumah tangga Dia, setelah itu data-data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan pandagan pluralisme hukum yang pada gilirannya 

ditutup dengan kesimpulan yang sekaligus menjadi temuan penelitian ini. 
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H. Tinjaun Kepustakaan 

Kajian tinjauan kepustakaan atau penelitian terdahulu dapat digunakan 

untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, 

kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur 

plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih 

dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. 

Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis 

ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang mengkaji tentang 

pengangkatan anak ini, mulai dari yang memandangnya melalui hukum pidana, 

hukum adat, dan hukum agama, yang mengkaji motif-motif pengangkatan anak, 

sampai kepada yang mengkaji kedudukan anak angkat tersebut di dalam hukum 

negeri, adat, dan agama. Akan tetapi yang melakukan penelitian tentang 

pengangkatan anak ini dari sudut pluralisme hukum dengan tempat yang spesifik 

pada masyarakat Kampar, Riau, sebagaimana yang hendak dilakukan pada 

penelitian disertasi ini, sama sekali, belum penulis temukan penelitiannya. Untuk 

membuktikan klaim tersebut, berikut ini penulis jabarkan penelitian-penelitian 

yang dimaksud: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yatnardi Syahrani dan Ator Kristian Sianturi 

dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal dengan judul Kajian Hukum Pidana 

Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa 

pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan 

dapatmenimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat 

maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat 

terjadiperspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkattidak 
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adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yangtelah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal45 ayat (1) dan pasal 46 ayat 

(1 dan 2) serta akibat hukum lainnyayang dapat timbul adalah antara hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan 

anak angkatnyatidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.Akibat hukum 

perspektif seperti terganggunya hubungananak angkat dan hak-haknya dengan 

anggota keluarga yangmengangkatnya dalam hal pewarisan, nasab dan 

mahram. Sanksi bagiyang melakukan pengangkatan anak yang yang tidak 

sesuai denganaturan yang berlaku telah diatur dalam pasal 79 Undang-

Undangperlindungan Anak yang menyatakan bahwa ―setiap orang 

yangmelakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidanadengan 

pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda palingbanyak Rp. 

100.000.000 (satu juta rupiah).
231

 

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Muhammad Rais dalam bentuk artikel yang 

terbit di jurnal dengan tajuk Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum 

Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. Dengan menggunakan pendekatan 

yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam, 

kedudukan anak angkat tersebut tidak memutuskan hubungan darah dengan 

ayah kandungnya sendiri, sehingga anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris 

dari ayah angkatnya tersebut terkecuali melalui jalur distrIbusi wasiat wajiban. 

Kemudian, dalam hukum negara atau positif, anak angkat memperoleh 

kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat 
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dimungkinkan dapat menjadi ahli waris bagi ayah angkatnya. Sedangkan 

dalam hukum adat, kedudukan anak angkat tergantung pada aturan atau hukum 

adat daerahnya.
232

 

3. Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang dikerjakan oleh Ahmad Syafi‘i 

dengan judul Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan 

Hukum Islam. Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa dalam hukum   

Perdata, adopsi   menyebabkan   terputusnya  ikatan  kekeluargaan  atau  

keturunan  antara  anak  angkat dengan   orang   tua   kandungnya   sendiri, 

sehingga anak angkat kehilangan  hak-haknya  atas  orang  tua  kandungnya.  

Dalam Hukum Adat, terdapat karakteristik tersendiri antara satu daerah dengan 

daerah lain tentang status anak angkat.  Pada umumnya, daerah-daerah yang 

ada di Indonesia telah mengakui anak angkat masih memiliki hubungan 

kekerabatan  dengan  orang  tua  kandungnya  setelah  menjadi anak  angkat  

dari  orang  tua  angkatnya  dan  ada  pula sebagian  daerah menjadikan  anak  

angkat  itu  sebagai  anak  kandung adoptan sendiri yang  berakibat 

terputusnya hubungan  kekeluargaan  dengan  orang  tua kandungnya. 

Sedangkan dalam Hukum Islam, pengangkatan  anak lebih dititik beratkan 

kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  

angkat.
233

 

4. Penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Junaidi di bawah judul 

Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat 

dan Hukum Positif. Penelitian yang menggunakan kajian yuridis-normatif ini 
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menemukan bahwa motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum 

adat dan hukum positif memiliki perbedaan yang cukup besar karena adanya 

perbedaan prinsip yang digunakan. Sehingga perlu adanya edukasi kepada 

masyarakat agar pengangkatan anak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan 

perlindungan anak.
234

 

5. Penelitian yang masih dalam bentuk artikel yang dikerjakan oleh Erha Saufan 

Hadana dengan judul Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. 

Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa pengangkatan anak dalam 

perspektif hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yan 

menjadikannya sebagai anak kandung mutlak, namun mengenai  pemenuhuan 

hak-haknya  seperti  sandang,  pangan,  dan pendidikan  tetap  mesti  dipenuhi  

oleh  orang  tua  angkat.  Prihal kedudukan   dalam   kewarisan, si anak tidak 

mempunyai   hak terhadap harta waris orang tua angkat, namun boleh 

mendapatkan wasiat tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari harta yang 

ditinggalkan.
235

 

6. Penelitian yang ditulis oleh Chatzuhico Valentino Sondakh di bawah judul 

Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat di Kabupaten Minahasa. 

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, penelitian ini 

menemukan bahwa: 1. Pemahaman tentang anak angkat menurut sistem 

hukum adat di Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai upaya mengangkat 

orang lain atau anak dalam lingkup kelompok kekerabatan untuk melanjutkan 

keturunan dan menolong orang lain. 2. Prosedur Pengangkatan Anak menurut 
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Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa antara lain adalah terdiri dari 9 

jenis disesuaikan dengan sembilan suku yang mendiami suku minahasa. Tata 

cara pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa yang terdiri dari 9 suku 

bangsa tentu saja memiliki tata caranya tersendiri, namun pada prinsipnya 

memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. 

 Misalnya sebagaimana yang dilakukan dalam masyarakat adat suku 

tontemboan. Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat 

Tontemboan dilakukan dengan beberapa tahapan, Yaitu: Tahap I: Musyawarah 

Keluarga; Tahap II Musyawarah Kerabat; Tahap III: Musyawarah masyarakat 

Adat; dan Tahap IV: Upacara Adat.
236  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236

 Chatzuhico Valentino Sondakh, ―Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat di 

Kabupaten Minahasa‖, Lex Pravatum, Vol. 4, No. 1, 2016 



 

273 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kampar menurut hasil penelitian 

penulis sebagian berdasarkan kepada hukum adat setempat tanpa ada 

pengesahan dari pengadilan sebahgian lgi menngunakan hukum Islam.bagi 

sebahgian masyarakat anak angkat ada yang di ambil dari keluarga sendiri, 

ada juga anak itu yang ditemukan. Pengangkatan anaknya memiliki tujuan 

yang berpariasi 

2. Adapun alasan atau motivasi pengangkatan anak di Kampar Berdasarkan 

hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dilakukan 

karena berbagai faktor, antara lain pasangan suami istri tidak memiliki 

anak, rasa belas kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak mampu 

atau sudah tidak ada, keinginan memberikan pendidikan dan kehidupan 

yang lebih baik bagi anak, serta untuk melengkapi dan mempererat 

hubungan kekeluargaan. Selain itu, pengangkatan anak juga bertujuan 

untuk menyambung keturunan, mendapatkan pewaris, menambah jumlah 

anggota keluarga, serta adanya harapan agar anak angkat dapat membantu 

orang tua angkat di hari tua. Faktor kepercayaan, adat, dan hubungan 

keluarga juga turut mempengaruhi terjadinya pengangkatan anak. Dengan 

demikian, pengangkatan anak merupakan tindakan yang didorong oleh 

perpaduan faktor kemanusiaan, sosial, dan budaya. 
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3. Berdasarkan pluralism hukum di Indonesia pengangkatan anak yang terjadi di 

masyarakat kaampar ditinjau meurut hukum Islam diperbolehkan dalam beberapa 

hal sepanjang tidak memutus hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya 

dan tidak mengubah status kewarisan, sedangkan dalam hukum adat 

pengangkatan anak dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan keluarga 

dan kekerabatan sesuai adat setempat tetapi tidak ada aturan yang baku dalam 

hokum adat terkait dengan pengangkatan anak ini. Hanya saja rata-rata 

masyarakat mengangkat anak tidak melporkan kepada pemerintah yang terkait 

atau tidak dicatatkan secara adminisrasi. Oleh karena itu perilaku masyarakat 

tersebut tentu berbenturan dengan hukum positif yang berlaku yang 

mengharuskan menyelesaikan persoalan adminisrasi seperti di putuskan di 

pengadilan atau dicatatkan agar punya kekuatan hukum tetap dan untuk 

melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pengangkatan anak 

di Indonesia mencerminkan adanya keberlakuan pluralisme hukum yang saling 

berdampingan dan saling melengkapi. 

B. Saran 

1. Penelitian tentang pengangkatan anak ini masih bersifat sederhana yang 

masih memerlukan pengembangan untuk memperkaya keilmuan dimasa 

yang akan adatang. Untuk itu penulis menyarankan semoga penelitian 

tentang pengangkatan anak ini lebih banyak lagi, karena masih banyak 

persoalan-persoalan tentang pengangkatan anak ini yang masih belum 

terpecahkan. 

2. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam dunia pendidikan khususnya hukum Islam terutama menjawab 

persoalan pengangkatan anak. 
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3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa 

tentang pengangkatan anak ini. Karena kebanyakan masyarakat yang 

melakukan pengangkatan anak di desa-desa tidak mengetahui prosedur 

yang telah di tetapkan.  

4. Kepada pemerintah diharapkan adanya peraturan daerah yang lebih 

tentang pengangkatan anak ini, supaya pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh masyarakat dapat memberikan jaminan keamanan dan pertangung 

jawaban kesejahteraan terhadap anak yang ia angkat dan tidak ada hokum 

yang dilanggar, baik hokum Islam maupun Hukum positif  

5. Bagi masyarakat Kampar yang melakukan pengangkatan anak hendaknya 

dalam melakukan pengangkatan anak tidak menyembunyikan siapa orang 

tua kandung anak serta mengikuti kepada aturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah dan hukum Islam supaya tidak ada permasalahan di 

kemudian hari nantinya.  

6. Kepada para akademisi, tokoh agama dan mahasiswa jurusan hukum Islam 

khususnya mampu memberikan dan mensosialisasikan hukum Islam ini 

ditengah tengah masyarakat khususnya tentang pengangkatan anak ini. 
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